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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Partai Politik dalam kehidupan negara pertama kali

dijumpai di Eropa Barat, jak adanya gagasan bahwa rakyat
merupakan Qng patu erhitungk iikutsertakan dalam
proses politik, gan adanya gagasan untuk melibatkan rakyat dalam

politik (kehidupan dan aktivitas ketatanegaraan

Secara

tan Partai Politik berkembang menjadi penghubung al rakyat

isatu pihak dan pemerintah d‘kihak lain.(Budiardjo,1977: 159)a, Sistem

SN —
krasi tidak mungkin be npa adanya partai politi

eputusan  secara teratur hanya” mungkin  dilakukan ji ada
organisasian berdasarkan tujuan-tujuan kenegaraan. T partai
adalah untuk menata aspirasi rakyat untuk dijadi publik

yang lebih sistematis sehingga dapat menjadi dasar pembuatan keputusan

yang teratu‘), 2010: .

Sebagaimana halnya onesia, kehidupan partai politik di

Indonesia dapat dilacak secara samar sampai tahun 1908. Namun
demikian, kehadiran BoediOetomo belumlah dapat dikatakan sebagai
partai politik karena secara fungsional belum menunjukkan fungsi partai
politik, yaitu merebut kekuasaan negara melalui persaingan pemilihan

umum.(Nur Syam, 1999: 24)



Setelah proklamasi kemerdekaan, BP-KNIP (Badan Pengawas
Keamanan Nasional dan Institusi Pemerintah) terhitung mulai tanggal 30
Oktober 1945 bertindak sebagai parlemen sementara sebelum diadakan
pemilu, berkeputusan untuk membentuk partai politik dengan konsep

banyak partai (multyparty), dengan pertimbangan bahwa “berbagai

pendapat yang ada dalam akan tersalur secara tertib”. Hal lain
yang merg’pertimb adala partai politk akan
memperkoko erjuangan mempertahank merdekaan dan
raan keamanan masyarakat”. (Moertopo, 1984:19
Perkembangan partai politik di Indonesia ini merupa ambaran

ajah peran rakyat dalam perc{;ran politik nasional atau dengan kata lain
pakan cerminan tingka asi politik masyarakat.

u, partai politik mempunyai pb;&

dan peranan yang penti

istem politkk demokratis. Partai memainkan peran penghubung yang

trategis antara proses-proses pemerintahan dengan ara.

Secara teoritikal, makin banyak partai poli memberikan

luas i rakyat alurkan aspirasinya
perjuang hak-haknya serta

menyumbangkan  kewajibannya © sebagai warga negara. Banyaknya

kemungkin bih

dan  merain™" peluang

alternatif ~ pilihan dan meluasnya ruang gerak partisipasi rakyat
memberikan indikasi yang kuat bahwa sistem pemerintahan di tangan

rakyat sangat mungkin untuk diwujudkan.(Alfian,1991:25)



Umat Islam secara statistik memang amat dominan di Indonesia,
tetapi fakta ini hanya berhenti sebagai fakta statistika belaka manakala
mereka tak mampu membangun kekuatan politik yang memadai.
Dominasi statistik bukanlah garansi bagi dominasi politik. Yang pertama

adalah sesuatu yang potensial, sementara yang kedua adalah perkara

kinetik. Dominasi statistik bertransformasi menjadi  dominasi

politik alangan ma‘ansformasikanenergi
potensial itu menjadi energi kinetik.(Mashad,2008: Xil

Pada pemilu tahun 2009 partai politik di Indonesi anyak

dengan jumlah empat puluh tiga partai politik yan aftar di
antor Pemilihan Umum (K‘B) Pusat. Hal tersebut men
Inya  keinginan d;\r?é\ FE’; masyarakat  Indo

ndirikan partai politik sédiri, enamasyarakat kurang me
da partai politik terdahulu, sehingga ada pula yang mendirik
politik. Namun menjelang pemilu presiden 2

beserta’ KPU Pusat memutuskan untuk mengerucutkan partal politik, dari

sekian ba elas partai politik

diantaranya * , Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP), Golongan Karya (GOLKAR), Partai
Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrat, Partai Amanat
Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani

Rakyat (HANURA), Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, Partai



Aceh, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Persatuan Indonesia

(PKPI). (www.metrotvnews.com 21/04/2013)

Dari beberapa partai politik Islam yang ada, peneliti akan mencoba
untuk melakukan penelitian terhadap partai politik Islam yakni PPP. Partai

Persatuan  Pembangunan (PPP), merupakan partai politik Islam

pertamayang ada di Indon ahnya dalam berpolitik sudah tidak

diragukan n kema dan k pemimpinPPP  yang

senantiasa = menmberikan  motivasi,  ilmu ng bermanfaat, serta

ukan kader dalam melaksanakan pekerjaannya.
Pada pemilu 2004 Partai Persatuan Pemban

ndapatkan 8,15 persen sua‘f}b sekitar 9.248.764 suara hal

. .l
dingkan dengan partai ang lain. Namun pada

(PPP),

ini baik

PP mengalami penurunan Suara dari tahun sebelumnya yang di

rtai Persatuan Pembangunan (PPP) telah berpecah belah dari satu visi
“i menjadi berbeda visi dan misi yang disebal edaan
ideo dari setiap jajaran pimpinan partai, mengakibatkan partai politik
Islkm me , PKB, dan lain
sebagainya.
Pendirian partai politik Islam itu bisa di pahami pula dari aspek
perjalanan sejarah Islam di Indonesia. Artinya, aktualisasi politik Islam
sebenarnya inheren dalam perjalanan sejarah Indonesia. Tapi yang tegas

terlihat dalam kurun waktu yang amat panjang ini adalah Islam selalu

bersinggungan dengan kekuasaan. Tesis Dale F. Eickman dan Jame


http://www.metrotvnews.com/

Fiscatori (Kamarudin, 2003:60) menyatakan bahwa politik dapat di
pandang sebagai kompetisi dan perjuangan di seputar makna simbol-
simbol. Pada gilirannya, politik semacam itu tidak lebih sebagai upaya
menipu orang-orang awam. Dengan Kkalimat lain, justru simbol-simbol

keislaman hanya dipakai untuk melayani tujuan-tujuan sesaat partai-partai

politik. Masih dalam K Fachry Ali menegaskan masalah

kebingunga di ba : mm
“ Ketika Kkesempatan itu ada, maka an emosional tapi tidak

nal, berlomba-lomba membuat partai. Jadi, tidak
ikirkan akibat yang terjadi pada umat. Misalnya u gungan
memilih yang mana. Apalagi saat ini proses s I
ak berlangsung sehingga umat menganggap aktivita litik itu
adalah agama .

Kemunculan begitu rtai di era reformasi
..

aratkan sebagali reaktu#h‘ emangat maklumat Wa
,/ Q

Mohammad Hatta Nomor X/1945. Dengan maklumat yang ditandatangani

ggal 3 November 1945 itu Indonesia memasuki mokrasi
nter yang di tandai dengan hadirnya begitu bany: olitik.
Kalau dip

eberadaan partai politik s erdasarkan tinjauan

ideologi ya eologi ng eh Masyumi, PSII,

Perti, dan NU. (2) Ideolo nalis sekuler diwakili oleh PNI. (3)
Ideologi Marxis-Sosialis, diwakili oleh Partai Sosialis, PKI, Partai Buruh
Indonesia, dan Pesindo. (Mashad, 2008:270)

Pada konteks era reformasi saat ini, konkritisasinya adalah

kemunculan kembali begitu banyak partai politik dengan beragam latar

belakang ideologi, sosial, dan politik. Dari sekian banyak partai politik



Islam muncul di era reformasi ini akan melanjutkan estapet perjuangan
Islam adalah salah satunya Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Partai (hizb) di pandang sebagai sebuah manifestasi ke jama’ahan,
dengan seluruh ciri-ciri khasnya, dalam bentuknya yang solid dan bergerak

dalam urusan atau orientasi tertentu. Soliditas sebuah partai ditentukan

oleh faktor-faktor ideologis arenanya, wajar jika sebuah partai
terdiri  dari orang- yang ‘ ras, warna Kkulit
ad

ataupun bahasa

mun ideologinya satu, nyaris mustahil sebuah

njadi solid jika para pendukungnya terdiri dar nganut

gai ideologi.

Karena itu, yang dinama‘{Sn Politik Islam tentu saja meruj
“

pada

itik dengan memakai ni

o
7? »ﬁnﬂf Islam. Namun,
|

nuk dibedakan secara serius antara Islam dan Politik Islam. Isla
i ideal), adalah doktrin yang tak dapat dirugikan kebenarannya.

an politik Islam lebih bersifat subyektif, karena n hasil

interprestasi  atau pemikiran  seseorang, sehingga  terpengarun  oleh

kualifikasi ikir. Ini akan pe ari Islam Historis.

(Mashad, 20

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempunyai dukungan dari
pemimpin partai yang dituangkan dalam beberapa bagian seperti visi dan
misi, dan pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan Kinerja kader
di Kota Bandung. Hal itu yang mampu meningkatkan Kkinerja kader dalam

memberikan hasil yang positif bagi partai maupun untuk masyarakat



melalui  keterampilan, persepsi dan motivasi, kepusan kerja, dan sistem
imbalan (reward system).

Beberapa keilmuan Manajemen Dakwah salah satunya adalah
Organisai  Politik Islam. Maka dari itu, peneliti memilih salah satu

organisasi politik yang sudah berkembang pesat sejak dari masa orde baru,

dan merupakan salah satu I politik Islam terbesar di Indonesia,

serta  begi nilai-n gaimana umumnya,

partai politi iliki pembagian wilayah kepengurusan sebagai upaya

ngoptimalkan pengorganisasian, dari mulai ting yang

lingkupnya Iluas sampai tingkat terendah yang lin a lebih

- ,
n lapangan yang sud '
inerja “kader Partai Persatuan Pe unan
P) khususnya di Kota Bandung berjalan dengan baik, na di balik
ebut ada kelemahan yang muncul yakni adanya ‘antara
para Kader itu sendiri yaitu adanya suatu persaingan

antara kader

sehingga an an yarakat kemudian

menurunnya ra kader atkan a kendala dari kader
partai lain yang melakukan tindak korupsi, sehingga hal itu berdampak
negatif pula pada kinerja kader dari partai Islam bagi masyarakat di Kota
Bandung. Pembinaan kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) untuk para kadernya sudah berjalan dengan baik, dari



mulai pelatihan kader, pemantapan kader, sampai menjadi kader yang siap
guna.

Pengamatan tersebut, maka terdapat masalah yang di hadapi oleh
pemimpin partai dalam meningkatkan kinerja kader itu sendiri. Maka

muncullah  keinginan  untuk melakukan penelitian  dalam membangun

kinerja kader yang opti menuliskan hasil pengamatan dari
kebijakan artai s nerja Kk i di Kota Bandung

unan (PPP). Selain hal

yang dilakukan "Oleh Partai Persatuan Pemb

, dapat dijadikan sebagai penelitian empiris b ijakan

pin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempu engaruh

ang sangat penting terhadap ;ﬂingkatan kinerja kader di Kota Bandung
SN

dilakukan oleh Partanbangunan (PPP).
erumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latarbelakang di atas,

peneliti

si masalah ini kepada orang yang membuat , dan

per lahannya sebagai berikut :
1. Ap njadi  d kebijaka Partai Persatuan
Pem nan (PP peningkatan™Kinerja kader di Kota

Bandung ?
2. Bagaimana kinerja kader partai dari adanya kebijakan yang telah

ditetapkan oleh pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ?



3. Bagaimana pengaruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh
pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap Kkinerja
kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Bandung,?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting di dalam

sebuah penelitian, adapun y: i tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Un 'hui sep dasar kan pimpinan Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap

ningkatankinerja kader.

Untuk mengetahui seberapa besar Kinerja dari a ijakan

yang telah ditetapkan oleh pimpinanPartai Persatuan angunan

gun.!PP)

PPP) di

(PPP).

—
. Untuk  mengetahui imana pengaruh kebijakan

ditetapkan oleh pimpinan Partai Persatuan Pemban

terhadap Kinerja kader Partai Persatuan Pembanguna

Kota Bandung.

D. Ke an Penelitian

Pe | di dapat me manfaat, baik bagi

peneliti itu uk masya luas yang senantiasa
memahami dan mengerti dari situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Dan

menurut peneliti adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan:
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1. Sebagai bahan informasi untuk masyarakat secara umum serta
untuk  peneliti secara  khususnya dalam  menambah serta
memperkaya khazanah keilmuan tentang kepemimpinan Islam
pada sebuah organisasi khususnya di Indonesia.

2. Untuk menambah kekayaan khazanah keilmuan ilmu dakwah

terutama dalam kajia kepemimpinan dalam Islam.

hi sala yarat u‘ gelar sarjana.
ngka Pemikiran
1.1 Partai Politik
Partai Persatuan (PPP) lahir dalam sa
tika kebebasan berserikat &umpul terdistorsi secara si leh

kekuasaan Orde Baru. Ketika PPP lahir, jangkar otoritarianisme dan

isme negara begitu kuat mencengkeram setiap politik

ganisasi massa. Partai Persatuan Pembangunan cermin

persatuan nggabungan atau fusi da partai politik Islam

peserta pe , yait latu U), Partai Syarikat
Islam Indonesia (PSII), Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti),
dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Melalui penggembosan politik oleh NU, dan diikuti oleh lahirnya
fenomena kyai-Golkar, secara politis telah memberi arti bahwa PPP

menjadi tak terlalu kuat untuk mengklaim diri sebagai mewakili suara
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Islam. Di tengah kian marjinalnya legitimasi ideologis-politis bagi PPP
itulah, pemerintah melahirkan skenario politik baru untuk mengakhiri
eksistensi partai Islam secara tuntas. Melalui UU No. 5/1985 pemerintah
secara legalistik mengharuskan adanya penyeragaman asas Pancasila.

Dengan keputusan ini terjadilah apa yang disebut deklarasi PPP, dengan

menandai tidak ada lagi itik yang mengklaim sebagai partai

Islam, yan a akhir itk Isl

Sejara embangan PPP sejak dekl SI empat partai Islam

ja mengalami pasang-surut. Memang dari perspe istoris
eempat partai Islam dalam PPP dapat dinilai sebagai a ersatuan
elurun parpol Islam dalam seja‘s Indonesia. (Mashad, 2008:82-8

Keberadaan PPP (ju ada masa Orde Baru ti i
ckadar “aksesoris” dalam sistem “Demokrasi Pancasila. Aspi umat
am khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya disumbat dan
dengan berbagai instrumen hukum yang men rhadap

rezim otoriter. Intervensi negara terhadap berbagai kehid

termasuk internal  paitai politik ’kukan setiap saat.
Akibatnya, I politik ‘menjalan peran dan fungsinya

seperti yang diharapkan.

masyarakat

Pada zaman ke zaman partai PPP mengalami punurunan yang
signifikan, yang berawal dari masa Orde Baru sampai sekarang. Pangkal
kerapuhan itu sendiri berakar pada kekecewaan kader-kader potensial PPP

terhadap dinamika yang terjadi di tubuh internal. Penurunan yang dialami
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oleh PPP dari 10,72 menjadi 8,15, penurunan ini sudah diprediksikan
seiring dengan terjadinya konflik internal PPP yang diikuti oleh
terbentuknya PBR sebagai pecahan PPP yang dalam pemilu 2004
mendapat 2,44 % total suara pada saat itu. (Mashad, 2008: 271)

Untuk menghadapi pemilu 1987, hilangnya identitas kelslaman

PPP merupakan suatu kete imbas dari tindakan pemerintanh Orde

Baru yang ukan -Undan hun 1985 Tentang

Perubahan ™ atas "Undang-Undang No.3 Tahu

n Karya yang mewajibkan lambang partai etapan
sila sebagal satu-satunya asas kekuatan sosial politikK*SMunculnya
dang-Undang No.3 Tahun #5 tersebut berimplikasi pada hi
as PPP yang pada menggunakan lambang
erubah menjadi lambang ™ bintang™ dan menanggalkan Islam

snya dan selanjutnya secara terpaksa PPP harus berasaskangPancasila.
%aat itu PPP seolah kehilangan identitasnya seba i Islam
sehi posisinya tergantung tanpa akar.(Chumaidy, 2006

Me yang dialami PPP

entang Partai dan

pada masa sebagai se partai politik kurang
berhasil menjalankan  peran n fungsinya di masyarakat, sehingga
perolehan suara massa semakin kecil dan menurun. Tentunya PPP sebagali
sebuah partai politik yang ingin meraih kepentingannya harus berfikir

ekstra keras dalam menghadapi kebijakan pemerintahan sekarang yang
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secara terstruktur dan sistematis menghalangi eksistensi partai-partai

politik di era tersebut dan sekarang ini.

1.2 Politik Islam
Politik Islam adalah sebuah nomenklatur berkenaan dengan adanya

perjuangan nilai Islam dalamgkancah politik. Bermula dari adanya

pemahaman dipisa engan politik, maka

kalangan

gralistik ini “kemudian berbagai agenda

tegi untuk menjadikan gerakan politik sebagai ’ tegaknya
‘Islam. Tujuan pragmatis dari islam integrali adalah
rakomodasinya kepentingan polittk kaum Muslimin. Sementara itu,

alisasi gerakan Islam i ye.rejawantahkan ke dalam
-

ai  politik  berasaskan M pembentukan  Lembag

Masyarakat (LSM) yang mengusung visi legalistik Islam  maup

&

terstigmatisasi gai gerakan fundamentali

dalam

rganisasi kemasyarakatan umumnya.

olitik Islam di Indonesia sejak tahun 1950-an 90-an

akan mendirikan

negara Isl aan h pe rde Baru terhadap

politik  Islam  mencapai a pada tahun 1980-an, dimana
terbentuknya kalangan puritan Islam yang ingin membentuk negara Islam
tanpa melalui jalur konstitusi. Sejak 1990-an kalangan Islam mempunyai
kesempatan untuk berkiprah dalam politik praktis, dan stigma untuk

mendirikan negara Islam mulai mencair.
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Memasuki awal abad 21 stigma buruk terhadap politik Islam
kembali muncul. Kali ini dengan tuduhan yang lebih ekstrim. Isu terorisme
dengan Usamah Bin Laden sebagai pemimpinnya dicitrakan sedemikian
rupa, sehingga membuat buruk citra Islam. Indonesia selain menjadi
korban atas tuduhan terorisme yang dikaitkannya dengan Jama’ah
Islamiyah, juga menjadi ari aksi teror itu sendiri.(Syafi,

2010:126-

Kebijakan Umum (Public Policy)

Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan diambil

leh seorang pelaku atau kelo‘sok politik, dalam usaha memilip tujuan

cara untuk mencapai tuj @a prinsipnya, pihak i

ebijakan-kebijakan itu punyai - kekuasaan untuk melaksanakannya.

a sarjana menekankan aspek kebijakan umum (publicg policy),
gap bahwa setiap masyarakat mempunyali tujuan
bersama.

Da : “ilmu i genai terbentuknya

kebijakan u study o olicy). David Easton

dalam buku The Political "System menyatakan, kehidupan politik
mencakup bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari
pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat dan yang

memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi

dalam kehidupan politik jika aktivitas Kkita ada hubungannya dengan
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pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat. (Political
life concerns all those varieties of activity that influence significantly the
kind of aouthoritative policy adopted for a society and the way it is put
into practice. We are said to be participating in political life when our

activity relates in some way to the making and executions of policy for a

society.” (Budiardjo: 20-21)

Pa menjadi na um kehidupan politik di

dalam masyarakat” modern. Partai politik adalah alat” untuk memperoleh

an dan untuk memerintah. Berdasarkan definisi- rsebut,

apat melihat adanya “benang merah” hubungan pe antara

ndapat yang satu dengan ﬁrg lain, yaitu tujuan Partai Palitik itu
kan adalah untuk mer mempertahankan kek
emerintah guna melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan vy

igariskan oleh masing-masing Partai Politik.(Budiarjo, 2010:1

Fungsi Partai Politik
Di urut  Miri djo, partai politik
mempunyai
1. Sebagai Sarana Komunikasi

Parpol berfungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi
masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa, sehingga kesimpang-siuran
pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang

begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan
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hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung
dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses
ini dinamakan “penggabungan kepentingan”  (interest agregation).
Sesudah di gabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan

dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan, ‘“perumusan

kepentingan” (interest asrtic
2. Sarana Politik ‘
rtikansebagai suatu proses dari

limu po

, sosialisasi politik di a

g memperoleh sikap dan orientrasi terhadap fen itik di

lingkungan masyarakat dimana ia berada. Bia proses
osialisasi berjalan secara beranﬁr-angsur dari masa kanak-kanak, sampai

sa.  Proses sosialisasi diselenggarakan  melal -

eramah penerangan, kursus-kurs kader, Kkursus penata
againya.
gai Sarana Rekrutmen Politik

Hal ini parpol berfungsi untuk mencari dan meng orang yang

berbakatun aktif dala gai anggota partai

(political itment). turut  memperluas
partisipasi politik. Juga diusahakan untuk menarik golongan untuk dididik
untuk menjadi kader di masa mendatang dan akan mengganti pimpinan

yang lama (selection of leadership).
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4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Pada suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat
merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, parpol berusaha
untuk mengatasinya.

Sementara itu Ramlan Subakti berpendapat bahwa, fungsi utama

partai politik adalah men mempertahankan kekuasaan untuk

mewujudka - progr. ang d rdasarkan ideologi

tertentu. (Surbaktr;” 1992:116)

is

Perumusan masalah yang telah diutarakan di atas, peneliti

nyimpulkan hipotesisnya ad sebagai berikut :

= Tidak terdapat pengaru gnifikan dari kebijakan
artai Persatuan Pembangun: erhadap peningkatan kinerj der
'P di Kota Bandung.
rdapat pengaruh yang signifikan dari kebijakan pe rtai

Per n Pembangunan (PPP) terhadap peningkatan kinerja kader PPP di

Kota Band




G. Operasionalisasi Variable

Tabel 1.1

Operasionalisasi Variable
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Variable Sub Variable Dimensi Indikator
A. VisiMisi 1. Bidang 1.a. masyarakat Islami
Agama dan berakhlakul
2. Bi karimah.
1.b. Moraal
Masryarakat.

B. Program Kerja

Program kerja PPP
meliputi beberapa
divisi dan masing-
masing
memp S

sesuai
kemampuannya.

an wab

1.c. Islam Secara

pat.
edaulatan Negara.

Agama.
Politik.
Ekonomii.
Hukum dan
HAM.

e. Sosial
Kemasyarakatan
dan
Kebudayaan.

f.  Kesejahteran
Masyarakat.

g. Hubungan

Internasional.
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A. Keterampilan

B. Persepsi Da‘

<

C. Kepuasan Ke

T

ard

D. Sistem Imbalan (r

system)

{..

Harus memiliki
keterampilan yang
mumpuni
dibidangnya.

dan
)

Memberi

be
pen
baik,
motivasi yang
tinggi dalam
bekerja.

iliki

Dalam setiap tugas
yang dilaksanakan
haruslah selaras
dengan
kemampuannya
sehingga tidak
meles i
tuju

Pemberian reward
untuk kader partai
atas kinerja yang
telah dilaksanakan
berjalan dengan
baik, agar terus
dapat memberikan
yang terbaik untuk
kedepannya.

KaderPPP di Kota
Bandung harus terampil
dan cekatan dalam
melaksanakan tugas
yang telah diberikan
oleh pimpinan partai.

Setiap kader PPP di
Kota Bandung haruslah
selalu memberikan
pendapatnya yang baik
kepada pimpinan partai,
dan dapat memberikan
ja yang tinggi.

r PPP di Kota
dung mampu
menjalankan tugas-
dengan baik

kader PPP di
andung akan
mendapatkan reward
dari pimpinan partai,
Jika Kkinerja dalam
bekerja sangat tinggi
dan berdampak positif.
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H. Langkah — Langkah Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kantor wilayah Dewan Pimpinan

Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bandung,

Jalan PelajarPejuang 45 Bandung Jawa Barat. Ini merupakan

kantor R\untu rahJa di Kota Bandung.
Yakni ewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan

bangunan (PPP).

Alasan peneliti  memilih lokasi penelitian d Partai

Persatuan Pembangunan (PPP) karena :

diperlukan bagi peneliti
dijadikan objek™ danbahan penelitian.

b. Program-program  yang sudah tersedia kantor

pusatdaerahsangat menarik untuk di teliti o

c. Sebagai pengalaman peneliti dalam mela penelitian

ap organisasi atau part Islam yang selalu

t din ilaku p sendiri.
2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  dengan
menggunakan metode survei. Metode survei adalah penelitian yang
dilakukan pada populasi besar dan kecil. Data yang dipelajari adalah

data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut sehingga
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ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel
sosiologis atau psikologis. (Kuswana, 2011:40). Dengan metode
penelitian tersebut, peneliti dapat mengungkapan kejelasan hubungan
antara variabel dari suatu masalah, dan jenis penelitian yang

digunakan adalah jenis penelitian verifikatif karena akan memperoleh

kejelasan tentang hu label dari suatu masalah dengan

melak otesis ngetah antara variabel X

dan variabel Y yang peneliti sedang amati.

Model penelitian ini  menggunakan model secara

uantitatif dengan metode analisis dan angket yang be sebagai

sarana pengumpulan infor awal dari para informan yang gersedia

an berkenan ditemui. 7 -
A

. Jenis Data

Pada kesempatan ini, penelitiakan melakukan proses ddentifikasi
, data yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

Data yang berhubungan dengan kebijakan pémimpin Dewan

Per mbangunan  (PPP)

Data yang berhubungan dengan proses kinerja kader Partai
Persatuan Pembangunan yang dilakukan pemimpin Partai

Persatuan Pembangunan (PPP).
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c. Data yang berhubungan dengan pengaruh kebijakan pemimpin
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap peningkatan
kinerja kader di kota Bandung.
4. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini
ada dua macam,yaitu:

a. Da

Sumber data Primer yaitu data pokok™yang menjadi pembahasan

dalam masalah ini, dengan cara metode wa secara

langsung kepada pimpinan partai, pengurus partal, r-kader

partai serta para simpatisan, kemudian dilanjutkan 4 dengan

penyebaran angket k a kader partal.

. Data Sekunder

Sumber data Sekunder yaitu data penunjang g terhadap

ermasalahan diatas yang dapat diperoleh den analisis
literatur ~ yang berkaitan dengan permasalahan™ yang diteliti
iperoleh da

dita -data yan r yang ada. Data

ini an data lengkap! n dalam penulisan.
5. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan
subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan disimpulkan. Populasi



berupa jumlah yang ada pada objek dan subjek yang dipelajari serta
seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek
itu. (Kuswana, 2011: 130)

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah populasi

sasaran (target population) yang dibatasi pada kebijakan pimpinan

Partai Persatuan Pe (PPP) terhadap Kkinerja kader di

diba jenis kelamin, usia,

tingkat didikan, dan pekerjaan. mbatasan ini  dilakukan
mengingat penelitain  mengenai  “Pengaruh  Kebijj n

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Terhadap ingkatan

Kinerja Kader Di Kota !*‘dung”.

S/
. Sampel T
Sampel adalah se&%u wakil populasi  yan teliti.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan probability
ampling. Menurut Riduwan (2009:10) dalam prob mpling
etiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk
sampling tersebut
ilan sampel dengan
cara sample random sampling yaitu cara pengambilan sampel dari
anggota populasi dengan menggunakan teknik acak tanpa
memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut.
Populasi sebanyak 600 orang, maka sampel yang diambil adalah

15% dari jumlah populasi, sampel yang diambil dapat
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menggunakan rumus Taro Yamane (Rakmat, 1998: 82) sebagai

berikut:
__ N
Nd?+ 1
Keterangan:
N = Jumlah Sampe diambil

Po

kat Keéalahan (d itetap‘ka ingkat kepercayaan

85%)

maka sampel yang diambil adalah sebagai beri

600
600(0.15)% + 1

B 600
~600(0.0225) + 1

0

600
T 145

=41,37 Orang

Dibulatkan menjadi 41 orang



25

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data peneliti menggunakan beberapa

teknik yaitu :
a. Observasi
lokasi

Peneliti  langsung penelitian dan melakukan

pengamata segala an yang nunjang terhadap

permasalahan penelitian.

etode ini sifathnya hanya membantu untuk memp.a yang

sifatnya akan melengkapi data-data yang diperoleh dengan menggunakan

€ <

awancara adalah teknik  pengumpulan  data ngancara

nik wawancara dan k

b. Wawancara

W
asi secara langsung ataupun tidak dengan data.

Wawancara ini ditujukan kepada pimpinan partai PPP yang mengetahui

seluk belu erkaitan an  per penelitian.  Sebelum

melakukan ‘wawancara, ulu peneliti ~ menyusun pedoman
wawancara sebagai acuan dasar pertanyaan yang akan diajukan kepada

pihak pimpinan dan kader partai PPP.

Langkah-langkah dalam wawancara ini meliputi :



26

- Setelah menyususn pedoman wawancara, kemudian menentukan
siapa orang yang hendak diwawancarai.

- Melakukan wawancara langsung terhadap narasumber yang telah
ditentukan untuk mempertajam pertanyaan-pertanyaan yang talah

ada.

c. Studi Dokume’
Ya.mengump an data‘eninggalan tertulis

variabel yang berupa catatan, arsip-arsip, surat r, notulen

il, majalah yang berhubungan dengan masal lidikan.

ata-data yang diperoleh dari . buku-buku, dokumen-dokumen tersebut
an dikorelasikan deng w,' yang diperoleh melalui cara
=
angket. /\

d. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data secara engan

mengajukan  sejumlah  pertanyaan yang disediakan

am prakti najerialn‘peran bukan hanya
Juga bawal untuk memperdalam penelitian perlu

dilakukan penelitian terhadap para kader partai atas kebijakan yang telah

engan alternatif

jawaban.

pimpinan tet

ditentukan atau diputuskan oleh pimpinan partai. Responden pada
penelitian ini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota

Bandung baik dari DPC dan PAC diKota Bandung yaitu sebanyak
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4lorang. Pertanyaan yang disajikan berkaitan dengan data responden dan

hubungan antara variable-variable penelitian.

Dalam penyebaran angket digunakan item-item berskala, berupa
skala sikap, yaitu skala Likert. Skala Likert meminta kepada responden

sebagai individu untuk menja suatu pertanyaan. Dengan jawaban

sangat setuj setuju ak/ragu-ragu (AST),

tidak setuj an sangat tidak setuju ( ing-masing jawaban

i angka atau nilai, misalnya SS = 5; S = 4; AST = = 2; STS

gi suatu pernyataan yang mendukung sikap posi

ebaliknya yaitu SS = 1; S = 2; AST = 3; TS = 4; STS = 5 bagi pernyataan

, 2011: 136)

/ﬁe&akan untuk  mengungka

memperoleh data-data mengenai pengaruh kebijakan pemimpin Partai

ng mendukung sikap n

Teknik ini  akan

n Pembangunan (PPP) terhadap peningkatan Kiner i Kota

7. Analisi‘

Data-data yang diperole

&

erbagai sumber disortir atau dipilah-
pilah sesuai dengan kebutuhan penelitian kemudian diklasifikasikan mana
yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan mana yang tidak
berkaitan. Hasilnya dirangkai menjadi suatu rangkaian tersusun yang

dijadikan sebagai bahan dalam tulisan ini.
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Untuk data yang bersifat kuantitatif ditempuh dengan :
a. Teknik Analisis Survei
Teknik ini memaparkan data yang merupakan jawaban responden
atas sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam angket. Tujuannya vyaitu

agar mempermudah peneliti dalam menganalisis dan memberi gambaran

alam analisis ini sebagai berikut :

‘ungan prosentase

situasi secara jelas. Langkah-

a.

dila Ukan“dengan rumus :
2= —x 100%
n

Keterangan:

P = Prosentase

f = Frekuensi 7/{

n = Jumlah responden

enstabulasikan data ke dalam tabel distribusi dengan
cara sebagai berikut :

1) M rentang (r), vyaitu selisin besar (Xt) dengan

Dewbag

R = data tertinggi-data terendah (Riduwan,2009:119)

data te

atau

Keterangan:
R = Rentang

Xt = data terbesar dalam kelompok
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Xr = data terkecil dalam kelompok

2) Menentukan banyaknya interval, adapun rumusnya sebagai
berikut:

K=1+3,3 Logn (Riduwan, 2009:55)

Keterangan:

K =Jumlah kelas interv:

SErvasl

Log =Log

Menentukan panjang kelas interval, dengan rumus:

Rentangan (R)
~ Ba ak/jumlah kelas (K)

Keterangan :

P = Panjang Kelas interv;

" R = Rentang

Jumlah/banyak kelas interval (Riduwan, 2
Membuat tabel disribusi skor baku Variabel (Riduw. *160)

5 M Mean (Rata— Rata).

6) Me an rumus berikut:

anxl —
n(n—l)

(Riduwan, 2009: 160)
7) Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan langkah sebagai

berikut:
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a) Menentukan batas kelas, angka skor kiri kelas interval pertama
dikurangi 0.5 dan angka skor kanan kelas interval ditambah 0.5.

b) Mencari nilai Z — score, menggunakan rumus:

B BatasKelas —x

S

¢) Mencari luas 0 — i tabel kurva normal 0 — Z dengan angka
jadi

d) MS tiap kelas dengan n‘vgka—angka 0-2,

yaitu angka baris pertama dikurangi bar dan

seterusnya. Kecuali pada baris angka yang be a baris

tengah ditambah dengan angka pada baris berikutnya.

e) Mencari frekm. diharapkan (fe) de
mengalikan luas ﬁ Mal dengan jumlah respo
41).

Membuat tabel frekuensi yang diharapkan i hasil

pengamatan (fo) untuk variabel X.

8) rmalitas

Dala iuji terlebih dahulu.

Bila data tidak normal, ma tistika parametris dalam penelitian ini
tidak dapat digunakan, untuk itu perlu digunakan statistika nonparametris.
Teknik pengujian normalitas data dengan menggunakan Chi Kuadrat (x2)

(sugiyono,2009:79). Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

(Riduwan, 2009:162)
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Keterangan :
x% = Chi-Kuadrat

f,= frekuensi yang diperoleh dari observasi

f, = frekuensi yang dihara m sampel sebagai pencerminan dari

freku dina dalan“
diharapka rupakan perkalian antara a

bagi jumlah total)

(frekuensi  yang

baris dengan lajur

Menentukan derajat kebebasan (dk)

Melakukan pengujian *hipotesis riset, dilakukan  perhitungan

an terlebih dahulu men rajat kebebasan (dk), d
dk =k-3)
10) Menentukan nilai xZ,,.;, dengan signifikansi sebesar 5%

Menguji normalitas dengan melihat kaidah (

(o,

> Jika ka Distri idak Normal

> (%0
> Jika, (Xhirung) < (Xfap Distribusi data Normal
12) Penafsiran masing-masing variable. Uji tendensi sentral akan
sitafsirkan setelah dibagi oleh jumlah item dengan kualifikasi
sebagai berikut :
a. 0.5-1.50 = Sangat rendah

b. 1.50 —2.50 = Rendah
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c. 2.50-3.50 = Cukup
d. 3.50 —4.50 = Tinggi
e. 4.50-5.50 = Sangat tinggi
Catatan : jika data distribusi normal, maka penafsiran dilihat dari

meannya saja, tetapi bila tidak berdistribusi normal, dilihat ketiga-tiganya,

yaitu : mean, median dan
alisis I ‘
digunakan untuk mencari ungan variable bebas X

b.
Analisis

variable terikat Y dan data berbentuk interval dan able X
pengaruh kebijakan pemimpin dan Variable Y kinerja artai.

Adapun Iangkah-langka‘byang harus ditempuh adalah

Menentukan besarnya ge% korelasi dengan ketentual

berikut :
Jika kedua variable berdistribusi normal dan linier,

koefesien dicari dengan menggunakan rumus asi  Product

(Riduwan, 2009:162)

2) Jika salah satu dari kedua variable berdistribusi tidak normal atau
regresinya tidak linier, maka koefesien korelasi dicari dengan
rumus korelasi rank (Djamaludin dalam Masri Singaribun dan

Sofyan Efendi, 1981). Dengan rumus sebagai berikut :
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6 Y, bi*
T onm? - 1)

3) Menentukan besarnya sumbangan (koefesien diterminan atau
koefesien penentu) variable X terhadap variable Y dengan rumus
sebagai berikut :

KP = r’x 100%

Ket

arnya koefesien penentu

(drtermman)
= Koefesien korelasi
b.. Menguji hipotesis, adapun ' langkah-langkah yang ditempuh adalah

ebagal berikut :
1) Menguji S|gn|f|kan3|
hltung - R (Riduwan, 2009:162)
1- r2
Keterangan : ‘

n korelasi

t= a

2) Menentukan nilai t,,;, n signifikansi sebesar 5%.

3) Menguji  signifikansi  dengan melinat  kaidah  (¢y,;¢,,,,) dengan
(ttabel)-
> Jika, (thirung) = (teaper), Maka signifikan.

» JKa, (Chitung) < (Eeaper), Maka tidak signifikan.
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c. Menentukan derajat korelasi, maka hasil korelasi akan dicocokan
dengan tingkat korelasi sebagai berikut :
Tabel 1.2

Tingkat Korelasi
Interval Koefesien Tingkat Hubungan

0.00 - 0.199 Sangat rendah

0.20-0.399 Rendah

0.60— 0.799 Kuat

0.8 - 1.000 Sangat

(Sumber:Riduwan, 2009:

Menentukan besaran hubu antara variable, maka digunakan uji
=

eterminasi dengan rumus i berikut: k= v1—r

Dengan: E =100 (1-k)

erangan Kk = derajat tidak adanya korelasi.

1 = bilangan konstan.

= Indeks efesiensi ramalan.
fesiew@ di
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BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENGARUH KEBIJAKAN
PEMIMPIN PARTAI PPP TERHADAPPENINGKATKAN KINERJA

KADER
A. Kebijakan
1. Pengertian Kebijakan
a. Ke
Kebija (policy)adalah  suatu kumpulan yang diambil oleh

pelaku atau kelompok politik, dalam usaha me n dan
untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak Vi mbuat
bijakan-kebijakan itu mempbai kekuasaan untuk melaksal

jakan merupakan suatu g mempunyai kata das
erarti selalu menggunakan™ akal budinya, pandai, mahir, dal

cakap. Kebijakan dalam istilah bahasa Indonesia mengandung arti
ian, kemahiran, dan kebijakan. Sedangkan bijak punyai
arti selalu menggunakan akal budinya. (pengalaman dan™ pengetahuan),

arif, tajam

, pandai, i t, teliti. Dengan

demikian ke an dapat menggunakan akal

budinya (pengetahuan dan pengalaman). (Mutagin, 2004: 16)

Istilah kebijakan masin ada keragamannya, maka peneliti akan
mencoba mengutip beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, yaitu

sebagai berikut :
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a. Kuypres, kebijakan adalah suatu susunan dari : (1) tujuan-tujuan yang
dipilih oleh para pembuat kebijakan, baik untuk kepentingan diri
sendiri maupun kepentingan kelompok, (2) jalan-jalan dan saran-saran
yang dipilih olehnya, (3) saat-saat yang mereka pilih.

b. James E Anderson, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang

mempunyai tujuan terte iikuti dan dilaksanakan oleh seorang

pelaku elompo u gun‘kan suatu masalah
tertentu.

old D. Lasswell dan Abraham Kaplan, member ijakan

ebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan

terarah. ‘b

Carl. J. Friedrick, an kebijakan sebagai

ek yang

tindakan yang diusulk ok, atau pemerintah da

lingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dan
epakatan-kesepakatan terhadap pelaksanaan u

ebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. (Muta

HO‘DbJWOIm.ebuakan pemerintah,

proses terbentuknya, serta akibatnya. Yang dimaksud dengan
kebijakan umum (public policy) di sini menurut Hoogwerf ialah,
membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan
(doublewuste vormgeving aan de samenleving door midle van

machtsuitoefening).(Budiardjo.2010: 38-39)
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David Easton : llmu politik adalah studi mengenai terbentuknya
kebijakan umum (study of the making of public policy). David Easton
dalam buku The Political System menyatakan, Kehidupan politik
mencakup bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari

pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang

memengaruhi cara untuk n kebijakan itu. Kita berpartisipasi
dalam ke'itik Ji Ivitas ubungannya dengan
an u

syarakat (Political

pembuatan aksanaan kebijakan untuk s

cerns all those varieties of activity that influence ly the

of authoritative policy adopted for a society and the wa put into

ractice. We are said to be parﬁpating in political life when ourgactivity

es in some way to g and execution of

ociety).(Budiardjo.2010: 1

Thomas R. Dye (1995, 2) mendefinisikannya seba ai what

ent do, why they do it, and what differnce it make aswell

dan Abra lan (1970, 71) mendefinisi sebagai a project
program alues actice aston (1965, 212)

mendefinisikannya  sebagal ct of goverment activity. James

Anderson (2000, 4) mendefinisikannya sebagai a relative stable, purposive
course of action folloed by an actor or set of actor in dealing with a

problem or matter of concern.
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Dari berbagai definisi kebijakan tersebut yang dikemukakan oleh
para ahli dapat disimpulkan, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan
yang secara sadar dan sistematis yang akan diikuti dan dilaksanakan oleh

seseorang atau kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Kebijakan di sini ad kebijakan Pimpinan Partai Persatuan

Pembanguna ota Bandung yang

berintelekt iliki i rjaan.

Karena itu, suatu kebijakan dan strategi sangat di ebagai

ntuk mengoptimalkan berbagai potensi yang ada; a PPP

mampu mencapai suatu tujuan yang merupakan aplikasi dalam
gembangkan  dan }ﬁ dakwah, vyang ka P
rupakan salah satu partai }ﬁn%\\ndonesia.

Unsur — Unsur Pembuat Kebijakan

iga unsur yang harus diperhatikan dalam mbuat

keputusan, putusan, peraturan

lah orang yang ikut men [
I

pembuat ke u for bi dan informasi.

Membuat keputusan-keputtisan dapat satu orang, dua atau lebih,
bahkan jutaan orang. Pemilihan umum merupakan proses pengambilan
keputusan secara masal, walaupun setiap pilihan bersifat individual yang

melibatkan berjuta-juta warga negara yang berhak memilih yang bertindak



39

sebagai pengambil keputusan tantang apa saja yang akan menjadi wakil

rakyat atau kepala pemerintah.

Yang dimaksud dengan peraturan pembuat Kkeputusan ialah
ketentuan yang mengatur jumlah orang atau persentase orang yang harus

memberikan persetujuan terhadap, suatu alternatif keputusan agar dapat

diterima danfeisabkan se n. Per ini hanya diperlukan

bagi prose ilan keputusan yang anyak orang, baik

olektif maupun masal.

ormula pengambilan keputusan pada dasarnya a, Yyaitu

mufakat (semua orang harus. memberikan persetujuan) dan suara

anyak. Yang terakhir i tiga, yaitu dua-pertig

s&jormula mayoritas (50%

formula pluralitas (suara yang lebih banyak).

g

ng berhak mengambil ke

nformasi  sangat  diperlukan dalam  pembu utusan

berdasarkan asumsi bahwa dalam proses pembuatan keputusan terjadi

diskusi, pe tawar-me r, dan k ka informasi yang

akurat dan dalam jumlah ai akan mempengaruhi isi keputusan

yang diambil.(Surbakti, 1992: 191-192)

3. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan

Secara umum terdapat empat faktor yang mempengaruhi proses

kebijakan, vaitu lingkungan, persepsi pembuat keputusan mengenai
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lingkungan,  aktivitas  pemerintah  perihal  kebijakan dan aktivitas

masyarakat perihal kebijakan.

Pengertian  lingkungan  dikelompokan kedalam tiga kategori.
Pertama, lingkungan umum di luar pemerintahan dalam arti pola-pola yang

melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik, sistem kepercayaan, dan nilai-

nilai. Kedualingkungan di rti struktural, seperti

karakteristi i, dan personi i n dan karakteristik

b i komisi, dan badan perwakilan rakyat. Ketiga, li an khusus

jjakan tertentu. Suatu kebijakan akan dipengaru jjakan

ang dibuat sebelumnya.
Aktivitas pemerin(#%yangkut kebijakan be ing
mpengaruhi dengan akti\ﬂ%yarakat. Aktivitas pemer ang

menyangkut kebijakan meliputi dua hal. Pertama, sejumlah aktivitas dan

ang menghasilkan suatu rumusan kebijakan (per ngenai

ang hendak dicapai) yang menyangkut intern pe upun
yang men an kebijakan yang

syarakat umum. Kedua,
mencakup aya su a bagi pelaksaan

petunjuk pelaksanaan kebijakan, detail

kebijakan, membuat peraturan,
kegiatan, pengorganisasian pelaksanaan, dan memberikan pelayanan dan

kemanfaatan.

Aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan juga

mencakup dua hal. Pertama, pemanfaatan kebijakan oleh masyarakat
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dalam arti siapa yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan siapa saja
yang memetik manfaat dari kebijakan. Kedua, hasil program atau
kebijakan dalam arti apa dampak kebijaksanaan terhadap masyarakat dan

mengapa berdampak demikian.

Berbeda dengan kee faktor yang berfokus pada proses

kebijakan mlah  faktor yang

diperkiraka corak da putusan (kebijakan

u Faktor-faktor yang dimaksud ialah ideologi dan itusi, latar

pribadi pembuat keputusan, informasi yang te longan

endukung pembuat keputusan ‘dan keputusan yang telah ada.(Surbakti,

\ ¢

. Tahap —Tahap Kebijak R

Di maksud dengan tahap ialah seperangkat kegiatan yang
a

n kegiatan yang melahirkan suatu produ dapat

diidentifikasikan yang memiliki awal dan akhir. Setiap tahap terdiri atas

sejumlah ng menghasilkan suatu dan setiap produk

mempengarunl™ tahap berik I pada ta akhir. Ada pelbagai
rumusan yang dikemukakan mengenai tahap pembuat dan pelaksanaan
kebijakan. Berikut ini dikemukakan suatu pentahapan yang sedikit-banyak
merupakan sintesis dari berbagai pentahapan yang penah dikemukakan.
Proses pembuatan dan pelaksaan kebijakan dibagi menjadi empat tahap,

yaitu politisasi suatu permasalahan (penyusunan agenda), perumusan, dan
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pengesahan tujuan dan program, pelaksanaan program, dan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan program.

1. Politisasi suatu permasalahan yang di hadapi masyarakat dapat
dilakukan oleh pemerintah atau kalangan masyarakat seperti individu

atau kelompok. Apabila upaya itu berasal dari masyarakat maka ia

akan pemerintah  menaruh
perhati n yang menjadi

entingan itu. Dalam kenyataannya tidak semua pe han yang

ah menjadi agenda pemerintah mendapat perla | yang
sama dalam arti dijadikan sebagai kebijakan.
uakan dirumuskan dan kan

sebagai keputusan polnmtlbalah tahap pelaksanaa

Tahap pelaksanaan kebijakan mencakup sejumlah kegiatan. Pertama,

nyediakan sumber daya (anggaran, personil, da a) bagi

ksanaan kebijaksanaan. Kedua, melakukan dan

penja bijakan dalam bentuk pelaksanaan dan

petunju a sejumlah langkah

kegiatan pelaksanaan aktu, tempat, situasi dan anggaran.
Keempat, pengorganisasian secara rutin atas personil, anggaran, dan
sarana materil lainnya.

3. Pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan  kebijakan

merupakan tahap terakhir dari proses pembuat dan pelaksanaan

kebijakan. Pemantauan atas setiap kegiatan pelaksanaan kebijakan
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bertujuan untuk secepat mungkin memperbaiki setiap kekeliruan yang
terjadi dalam pelaksanaan sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai.
Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan biasanya dilakukan setelah
kebijakan selesai dilaksanakan. Evaluasi diarahkan pada kegiatan

pelaksanaan dan hasil pelaksanaan (manfaat dan dampaknya).

(Surbakti, 1992: 197-19
B. Pemimpin q ‘
rtian Pemimpin

1. Penge

stilah pemimpin adalah terjemahan darikatalea nager,
yang juga disebut  Kketua/kepala/manajer/direktur/presiden an lain

bagainya. Pemakaian

enangan setiap organisasi. /;\

Definisi lain tentang pemimpin menurut Malayu S.P. Hasibuan

),

hkan bawahan untuk mengerjakan sebagian pe

mencapai ‘
Robe Tanebaum

mengartikan bahwa pemimpin adalah mereka yanng menggunakan

gantung pada kebia atau

adalah  seseorang dengan wewenang inannya

A untuk

'

alayu S.P "Hasibuan (2006:42)

wewenang formal untuk mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol
para bawahan dan bertanggung jawab, supaya semua bagian pekerjaan

dikoordinasikan demi mencapai tujuan perusahaan.



Pemimpin menurut John Salindeho dalam Malayu S.P Hasibuan
(2006:42), merupakan salah satu intisari manajemen, sumber daya pokok,
dan titik sentral dari setiap aktivitas yang terjadi dalam suatu organisasi
atau perusahaan. Kreativitas atau dinamika seorang pemimpin dalam

menjalankan  wewenang kepemimpinannya akan sangat menentukan

apakah tujuan organisasi at aan dapat dicapai atau tidak. Jika

seorang pe ang kre n tidak ka organisasi atau

perusahaan yang dipimpinnya pun akan jala empat. Kegiatan dan

yang terjadi dalam sebuah organisasi atau per bagian

ditentukan oleh seorang pemimpin dalam memimpin asi atau

Allah SWT mengutusﬁ\asul ke dunia ialah untu

kidah dan akhlak manusia, sekaligus sebagai pemimpin bagi umat

erusahaannya.

n

dalam membawa berita gembira, serta untuk me n umat

dari kegelapan duniawi kepada cahaya llahi yan Dalam

Al-Qur’an -Nahl ayat 36 menjelaskan
asul pada tiap-tiap

“Da guhn
umat (untuk menyerukan): Se lah Allah (saja) dan jauhilah Thaghut

tu.” (0S.An-Nahl: 36)

Berbicara masalah  pemimpin ialah  sebagai subyek dari
kepemimpinan, vyaitu orang karena sesuatu sebab dapat memiliki

kekuasaan, kewenangan, kewibawaan dan kekuatan lain serta dipatuhi dan
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dilkuti oleh sekelompok orang. Di masyarakat ada dua jenis pemimpin,
pertama pemimpin formal dan kedua pemimpin informal. Ditinjau dari
segi kemasyarakatan, yang disebut pemimpin formal ialah orang-orang
yang menduduki jabatan dalam pemerintahan, sedangkan pemimpin

informal adalah orang-orang yang tidak menduduki jabatan pemerintahan,

di n ditaati sekelompok orang. Secara
ide engan s sepuh” masyarakat.

Faktor yang g menonjol dalam diri mimpin informal adalah

tetapi memiliki pengikut,

populer se but

aan. Dengan kewibawaan yang ada padanya diikuti,
I serta dipatuhi oleh orang-orang. Kewibawaan terben I unsur-

nsur yang besifat rasional n kejiwaan. Unsur

\‘ % " :
ihan dalam rasio Wgs'ﬂ: (kesehatan, ketah
dangkan kejiwaan ialah ™ meli budi-pekerti, kesederhan

ribadian. Derajat kelebihan pada dua unsur pokok seringk

rasional gnisalnya

i, berbeda
dalam hal kejiwaan, karena dalam hal ini intensi ih labil

dari intensitas rasional. Manakala seseorang, dalam i pemimpin,

intensitas berubah akan memp,da kewibawaannya.
Kewibawaan*perupah dala an kehila pengikut, tidak lagi

dipatuhi dan dihormati.

Dalam bidang manajemen “wibawa” dapat disamakan dengan
“authority” sesuai dengan pendapat Astrid S. Susanto sebagai berikut:

“Kapabilitas milah yang akhirnya dikombinasikan dengan wewenang,
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kekuasaan yang dipakai secara Dbijaksana akan menghasilkan bahwa

seseorang mempunyai wibawa atau authority”. (Moenir, 1998:236)

Pemimpin  maupun pimpinan  menjangkau banyak  kegiatan,
misalnya di orpol, ormas, di pemerintahan, di ABRI, di perusahaan swasta,

di agama dan sebagainya. Karena itu jelas banyak aspek kehidupan.

Misalnya iap musli lah pemimpin (Qullu

Qumroain), akan dimi gungjawabannya di

k ian hari (akhirat). Dan seorang pemimpin ditun tuk selalu

menegakan agidah dan syariat agamanya u sendiri,

eluarganya dan terlebih bagi masyarakat lingkungannya. Selain itu

mimpin  muslim harus mampu rtahankan nilai-nilai aga cara

dan benar. Jadi ia hawup pula untuk menjadi

ebagai Uswatun Hasanah. Artinya tidak hanya bisa berbicara, tapl’ mampu

n

baik dan benar, sesuai ajaran agama. Hal itu yang an Nabi

uhammad SAW.(Siregar,1989: 51)

Fu ng pemimpin beserta te impin sudah tentu
berbeda me asi i ma emimpin melakukan
apat e

aktivitasnya. Artinya terd

daan di berbagai hal, misalnya beda
macam, cara pemilihan, fungsi, maksud, dan tujuan, cara memimpin dan
sebagainya. Cara memimpin di orpol dan di ormas sidah tentu berbeda
dengan cara memimpin dipemerintahan, di ABRI, di perusahaan swasta

dan sejenisnya. Demikian pula cara memilih Sang pemimpin. Bernard
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Kutner menulis tentang kepemimpinan: “Dalam kepemimpinan tidak ada
asas yang universal, yang tampak ialah bahwa proses kepemimpinan dan
pola hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin mempunyai ciri khas
dalam setiap kelompoknya. Fungsi utama kepemimpinan terletak dalam
jenis khusus dari perwakilan (group representation). Seorang pemimpin
harus mewakili kelompokn | saluran yang khusus direncanakan
dan dibuat poknya I Mew‘ingan kelompoknya
mengandung arti Bahwa si pemimpin mewakilifungsi” administrasi secara
. Ini meliputi koordinasi dan integrasi be tivitas,

isasi kebijkasanaan kelompok dan penilaian ter macam

eristiva yang baru terjadi dan‘rembawakan fungsi kelompok.
SN a—

ng  pemimpin  juga an perantara dari o

lain itu

elompoknya dengan di luar kelompoknya™.(Siregar,1989: 51-52

Kita harus bedakan pengertian pemimpin dan _pi n. Jika
in ialah seorang tokoh yang memimpin sejumla tokoh)
atau seju yarakat. Sedangkan pimpi iri dari beberapa
tokoh (pe au b diseb untuk  memimpin
sebubah organisasi. Denga ain, pemimpin ialah seorang tokoh
sedangkan pimpinan terdiri dari beberapa tokoh. Tegasnya, pemimpin
bukann hanya memimpin sejumlah masyarakat, tapi juga memimpin

sejumlah tokoh (pemimpin). Sedangkan pimpinan adalah merupakan suatu

kesatuan (kolektif) dalam mengurus sebuah organisai. Misalnya sebuah
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DPP (Dewan Pimpinan Pusat) sebuah organisasi, di situ terdapat sejumlah

tokoh (pemimpin).

Besar atau Kkecilnya peranan yang dilakukan oleh seorang
pemimpin banyak ditentukan kepada apa dan siapa ia, dan apa yang

dipimpinnya, kekuasaan (otori apa Yyang dimiliki dan wawasan atau

peringkat inilah selalu terdapat

perbedaan pemimpin baik itu

igpin - formal maupun informal, besar maupun kegik, dalam hal

ya ialah membimbing, menuntun, mendorong erikan

tivasi kepada mereka yang dipimpin untuk mencapai tuju

ng dicita-citakan. Di lM ang pemimpin adalah

er kepercayaan dari Mat yang dipimpinnya,

rupakan pusat atau titik sentral antara sesama anggota serta harus pula

seperti

kan
a

menyensor setiap hal yang terdapat dalam organisasi rena itu

emimpin sewajarnya adalah orang yang benar-b punyai

kemampua mengorganisir - (memimpi dapat dijadikan

teladan dan

Untuk dapat menja seorang pemimpin, ada baiknnya
menggunakan persyaratan (kriteria) yang diberikan oleh salah satu
kekuatan sosial politik yaitu PLDT (Prestasi, Loyalitas, Dedikasi, dan

Tidak tercela). Namun sangat disayangkan Kkriteria yang begitu bagus
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banyak tidak terwujud atau  jauh  dari  seperti  yang

diharapkan.(Siregar,1989: 52-53)

DUA WAJAH PEMIMPIN DENGAN DAMPAKN YA

KEWENANGAN & KEKUASAAN KEWIBAWAAN

A

WEWENANG
PERINTAH
KEKUASAAN

PEMIM AL

|—ch—mzm-u|

|_ZJ>IJ>SJ>UJ

IMPIN INFORMAL

(A.S. Moenir, 199
C. Partai Politik ’
1. Pengantar Partai Politik
Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta

atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai

politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik,
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partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya
mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa
dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan
manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara. Dan ia

baru ada di negara modern.

Sebagai ek ;’h, partaigpelitik tergolong relatif
muda. Bar al abad ke-20 studi salah inin dimulai.
Sari

sarjana - yang berjasa memelopori antara lai alah M.

rsky (1902), Robert Michels (1911), Maurice (1951),

an Sigmund Neuman (1956). Setelah itu, beberapa sarjana behavioralis,

perti  Joseph Lapalo% b,_l\/tyron Weiner, secar USUS

eropong masalah paﬂaﬁk hubungannya  dengan n

olitik.

nisi Partai Politik
artai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk
wadah ord‘eka bisa gmenyatukan g yang mempunyai
pikiran ~ serupa  sehingg dan orientasi mereka  bisa

dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam

pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu
kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi,

nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk
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memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya)

dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Banyak sekali defnisi mengenai partai politik yang dibuat oleh para
sarjana. Di bagian ini dipaparkan beberapa contoh definisi yang dibuat

para ahli ilmu klasik dan konte

Ca. me seb :
“Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil

tujuan merebut atau mempertahankan pengu

rer. (Budiardjo, 2010: 403)

rhadap
rintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan pe aan ini,
mberikan kepada anggota ‘trtainya kemanfaatan yang bersifat idiil

materil (A political, p a group of human bei

rganized with the objective of securing or maintaining for is leagers the

trol of a goverment, with the futher objective of giving to bers of
rty, through such control ideal and materi s and
advantages).”
Sigmund Political ~ Parties,
mengemukak
“Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis poltik yang berusaha
untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat
melalui  persaingan dengan suatu golongan lain yang mempunyai
pandangan yang berbeda (A political party is the articulate organization of

society’s active political agents; those who are concerned with the control
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of govermmental polity power, and who compete for popular support with
other group or groups holding divergent views). ”

Menurut Neuman, partai politik merupakan perantara yang besar yang
menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-

lembaga pemerintahan yang resmi.

Menurut Giovani Sartori:

suatu ok ya!:i pemilihan  umum
ihan umum itu, mampu mpatkan calon-calonnya

nduduki jabatan-jabatan publik (A party is any

“Partai po

dan, melalur p

group

present at elections,and is capable of placing thro lections

andidates for public office) . (‘tiiardjo, 2010: 404)
ungsi Partai Politik\ '

Di negara modern, gnﬁ Miriam  Budiardjo, pa olitik

mpunyai beberapa fungsi :

ebagai Sarana Komunikasi Politik

arpol berfungsi menyalurkan aneka ragam penda an aspirasi

masyarakat mikian ru a kesimpang-siuran

pendapat d ma . Dalam arakat modern yang
begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan
hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung
dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses

mi  dinamakan “penggabungan  kepentingan”  (interest aggregation).

Sesudah dibagung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam
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b

bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan, “perumusan kepentingan’
(interest asrticulation).
2. Sarana Sosialisasi Politik
limu politik, sosialisasi politik di artikan sebagai suatu proses dari

seseorang memperoleh sikap dan orientrasi terhadap fenomena politik di

dalam lingkungan masyar na ia berada. Biasanya proses
sosialisasi .ara ber -angsur anak-kanak sampai
dewasa. Proses “sosialisasi politik diselenggarakan = melalui  ceramah-

dan

penerangan,  kursus-kursus kader, kursus

ainya.

3. Sebagal Sarana Rekrut Politik

—
Hal ini parpol berfu mencari dan mengaja
erbakatuntuk turut aktif 4 kegiatan politik sebagai angg artai

litical recruitment). Dengan demikian partai turut mperluas

si politik. Juga diusahakan untuk menarik golong dididik

untu njadi kader di masa mendatang dan akan mengganti pimpinan

yang lama of leadershi

4. Seba arana Pen

Pada suasana demokraSl, persaingan dan perbedaan pendapat
merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, parpol berusaha
untuk mengatasinya.

Sementara itu Ramlan Subakti berpendapat bahwa, fungsi utama

partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk
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mewujudkan  program-program yang disusun  berdasarkan ideologi
tertentu. (Surbakti, 1992:116)

D. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Istilah kinerja mi dip an dari istilah “performance” dalam

bahasa Ing mpilan, dan lainnya.

Namun, d manajemen, istilah Kin elalu mendapatkan

an pengertian yang dikaitkan terutama dengan n dan

atau tingkatan upaya yang dilakukan untuk tujuan
tertentu, baik dalam sebuauh organisasi ataupun -perusahaan. Kinerja

rupakan salah satu el ng harus terdapat dal

usahaan dengan tingkat Y: pkan sebagai acuan.

Beberapa pengertian dan definisi dari kinerja antara lain:

Cushway (2002:1998): “Kinerja adalah imana

seseoran h bekerja dibandingkan an target yang telah

ditent

b. Amstrong dan Baron “Kinerja adalah tentang melakukakn
pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja
adalah tentang apa vyang dikerjakan dan bagaimana cara
mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai

hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen

dan memberikan kontributif ekonomi.
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c. Robert L. Mathis dan John H. Jackson (dalam Jimmy Sadeli dan Bayu
Prawira, 2001:78): “Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan
atau tidak dilakukan karyawan”.

d. John Whitemore (1997:104): “Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-

fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi,

29

suatu pameran umum Kinerja merupakan suatu kondisi

yang ui dan rmasika ihak tertentu untuk

mengetahui tihgakat pencapaian hasil u Instansi  dihubungkan

gan visi yang diemban suatu organisasi atau serta

ngetahhui  dampak positif dan negatif dari sua ebijakan

operasional. “
= -

Pentingnya Kinerja ini disadari oleh kalangan

idang manajemen, bahkan para pelaku dunia usaha dan industri itu

Karena itu, tak heran jika Kinerja kemudian dir dalam
yang telah lebih matematis, agar ia bisa diukur paya-

upaya peni a Juga bisa dirancang. (Sulastie2010:168)

Beber San ja ya kan oleh para ahl,
diantaranya adalah:

- Polter dan Lawer membuat rumusan Kinerja sebagai hasil perkalian

antara Effort (usaha), kemampuan dan role perception (pemahaman
peran), dengan rumusan sebagai berikut:

Kinerja =f (motivasi, kemampuan, pemahaman peran)
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- Blumberg dan Pringle (dalam Robbin, 1996:223) mengemukakan
bahwa Kkinerja merupakan fungsi perkalian dari kemempuan, motivasi
(motivation) dan opportunity to perfom (kesempatan untuk
berpartisipasi), dengan rumusan sebagai berikut:

Kinerja =f (kemampuan X motivasi X opportunity to perfom)

- Opportunity to Perfor menurut Robbins (1996: 233) adalah

kesem menca erja y‘nggi jika seseorang
mendal at support (dorongan), bantuan atau fasilitas dari luar

erti; kondisi tempat kerja yang nyaman, fasilitas .ukupi,
eralatan dan perlengkapan kerja yang memadai, adany: an yang

jelas dari pihak mar% tersedianya informasi yang diperlukan,
—

an lain sebagainya. ? -~

John W. Atkinson ngura%n rumusan lain tentang a ini

dengan mengatakan bahwa performance (Kkinerja) _gseseorang

upakan  fungsi  dari  perkalian  antara dan

mpuan/kecakapan (ability).

inerja = f(kemampua si)

Dari tiga rumusan pat disimpulkan bahwa Kinerja pada
dasarnya merangkum dua hal utama, yakni motivasi dan kemampuan. Dua
hal ini ditambah dengan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti

pemahaman peran, ataupun kesempatan untuk melakukan sesuatu.
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Mengingat pentingnya dampak dari kinerja ini terhadap kondisi
sebuah organisasi ataupun perusahaan secara umum, maka kalangan ahli
manajemen  kemudian juga merumuskan beberapa faktor terkait
keberadaan kinerja ini, mulai dari faktor-faktor yang memengaruhi Kinerja

seseorang, hingga karakteristik personel yang memiliki Kinerja unggul.

Dala usan t ja seb disebutkan bahwa
Kinerja me ngsi dari perkalian ant si dan kemampuan

mudian - disokong juga oleh faktor-faktor lain. ini, dapat

akan bahwa semakin tinggi motivasi seseorang

makin baik pula Kkinerjanya. Kopelman (1989) dalam™ hal ini

nyatakan bahwa variabe%[&ykan berpengaruh terhada i
-

asi, yang pada akhimﬁ%ara langsung mempenga

ndividu. Beberapa penelitian lainnya juga menemukan kaitan erat antara

i dengan peningkatan Kinerja seseorang ini. (Sulastri 69)

Mitchell (1999) menyatakan bahwa motivasi b ividual,

dalam arti etiap orang termotivasi ol ai pengaruh hingga

berbagai inl, disimpulkan  bahwa

engi
peningkatan Kkinerja individu organisasi, pada akhirnya menuntut
para manajer untuk mengambil pendekatan tidak langsung, menciptakan
motivasi melalui suasana organisasi yang mendorong para pegawai untuk

lebih produktif. Suasana ini tercipta melalui pengelolaan faktor-faktor

organisasi dalam bentuk pengaturan sistem imbalan, struktur, desain
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pekerjaan serta pemelinaraan komunikasi melalui praktek kepemimpinan

yang mendorong rasa saling percaya.

Gibson (1987) untuk hal di atas juga menyatakan bahwa terdapat

paling tidak 3 (tiga) faktor yang memengaruhi Kinerja seseorang, yakni:

1. Faktor individu: kemam eterampilan, latar belakang keluarga,
pengal t so grafi :
dian, motivasi dan

2. Fakto gis: persepsi, peran, sikap
uasah kerja.

tor  organisasi.  struktur  organisasi,  des erjaan,

kepemimpinan, sistem imba[; (reward system).
I

Jika faktor-faktor mengaruhi  Kinerja  ter t

ikondisikan dengan baik, ka secara otomatis Kinerja seseo juga

n semakin meningkat. Dengan demikian, tugas para manajek ataupun

najemen secara umum, adalah membuat seg yang

menunjang keberadaan Kkinerja tersebut dapat terpenuhi dalam sebuah

organisasi ‘aan. ‘ .

2. Penilaian Kinerja
Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai visi dan misi

sangat tergantung dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.
Kualitas sumber daya manusia tersebut dapat ditunjukan oleh kompetensi,

skills, dan kemampuan karyawan dalam menciptakan kualitas kerja yang
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profesional dalam membangun sebuah teamwork dalam organisasi.
Sehingga ada kemungkinan dalam organisasi terdapat dua jenis karyawan
yang berkualitas dan kurang berkualitas, yang dapat dilihat dari Kinerja

dan keefektifan mereka dalam melaksanakan tugas.

Untuk mengetahui bagaimana keefektifan sumber daya manusia

dalam org valuasi yang dapat

digunakan asar penilaian Kinerja k

ncapai Vvisi dan misi organisasi.
ujuan penilaian  Kinerja secara umum adal'asilkan

informasi yang akurat dan sahih. berkenaan dengan perilaku dan kinerja

an pimpinan dalam

ota organisasi. Tujua anya dapat digolongka m
uan evaluasi dan tujuan[,/lng angan. Dalam pendekata asi

seorang manajer menilai Kinerja masa lalu seorang karyawan. Evaluator

.akan rating deskriptif untuk menilai Kinerja, d‘\ itu
akan data tersebut dalam  keputusan-kep romosi
(perpindah yang lebih tinggi

organisasionalnya),

an dari satu jabatan ki
tingkat tan ab da
demosi (perpindahan karyawa r satu jabatan ke jabatan yang lebih

rendah  tingkat  tanggung  jawabnya, gajinya, dan  jenjang

organisasionalnya),  terminasi  (penghentian/pemecatan  karyawan), dan

kompensasi (imbalan).
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Meskipun penilaian kinerja sangat penting untuk dilakukan, bagi
beberapa organisasi, kata “performance review” masih mendapat
tanggapan yang negatif dan dianggap sebagai suatu aktivitas yang
merugikan. Untuk pimpinan, proses penilaian sering
mempertimbangkanpemakaian waktu dan beberapa perasaan yang tidak

menyenangkan dalam me i staff mereka. Sedangkan bagi

am ke untuk umpan balik yang
n mereka. (Sulastri, 2010: -

engevaluasi Kkinerja karyawan maupun pimpin

karyawan

negatif dari pimpi

suatu

egiatan yang cenderung melukai hati (nettlesome project) dan hal ini

njadi lebin kompleks k.a@l ikator yang dapat dinilai ter@lifi, dari

agai faktor fisik maup%k yang sulit diukur. Pro

inerja yang rasional dan obyektif perlu diperjuangkan karena menyangkut

n

pribadi/hubungan antar pribadi, perasaan tidak te menilai

enar dan dipengaruhi oleh politik organisasi yang g saat

itu. Hal ini menjadi penghalang pencapai es evaluasi kinerja

yang bersih

Kesulitan melakukan an secara matematis disebabkan oleh
banyaknya aspek psikis yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka,
diantaranya aspek emosionalitas pekerja sebagai manusia. Aspek psikis

dalam penilaian sangat mudah menimbulkan perasaan tersinggung karena

sifat sensitif manusia, bilamana hasil evaluasi tidak sesuai dengan usaha
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yang telah dilakukannya/tidak objektif. Penilaian Kinerja yang kegiatannya
sering menyentuh kelemahan atau kekurangan individu, seringkali
dirasakan sebagai palanggaran hak asasi. Oleh karena itu proses penilaian
harus dilakukan dengan dengan sangat hati-hati dengan mendapatkan

feedback baik dari pimpinan serta kawan sebaya (peer).

3. Metode ran d‘an Kinek
Sa tantangan yang haru pi adalah untuk

kturisasi dan mengelola penilaian Kinerja yang f kurat.

n dapat

diciptakan program penilaian yang dapat memuaskan kebutuhan baik
inan/manajer dan st nilaian kinerja menen a
ng harus melakukan eﬂa&adalah merupakan hal ing.

Kuantitas dan kualitas pengetahuan tugas mungkin bervariasi sesuali

engan sedikit penelitian dann penerapan yang hati

tingkat organisasi, demikian juga kedekatan dengan

rating dalam evaluasi.

atkan be a ragam
pimpinan), kan sejawa

proses penilaian dapat menghantarkan pihak ternilai untuk mengetahui

rating atau penilai

De
yaitu penyeli an diri sendiri dalam
sebab-sebab yang mempengaruhi Kinerjanya dan dapat memberi
feedbackbagi pengembangan organisasi. Pendekatan itu sering disebut
proses penilaian 360-degree yaitu proses penilaian yang diharapkan dapat

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi organisasi. Manfaat yang akan
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diperoleh apabila organisasi di Indonesia menerapkan penilaian 360-
degree adalah semua penilaian yang diberikan oleh manajer, bawahan,
rekan sejawat, diri sendiri dan pelanggan dapat memberikan hasil penilaian

yang sangat akurat dan obyektif mengenai Kinerja pihak yang dinilai.

Ketika penilaian suda

penilaian ter agal atkan ja yang sangat bagus
dalam bek: berkualitas, * gagal untuk kan dorongan dan

n utnuk pekerja dalam garis dan gagal untuk i feedback

idak fair, akurat, dan tepat waktu, maka

pekerja yang tidak memenuhi syarat dalam beke karena

organisasi perlu menetapkan_ sistem penilaian kinerja yang mendekati

iteria fair, akurat, d@b@kxu sesuai dengan keingi
_—

awan maupun pimpinan, ﬂ% kedua pihak mendapatk

alam bekerja dan akhirnya dapat menigkatkan produktivitas © mereka

an dengan pencapaian visi dan misi organisasi di mereka

metode atau program kinerja yang akan

dipilih, han erh n beluk mekanis dari
sistem telah dikomunikasika cara jelas kepada selurun pekerja.
Informasi  pimpinan tentang beberapa training yang akan disediakan
untuuk  membantu  pimpinan  mengimplementasikan  program  penilaian
tersebut. Dengan melakukan perubahan proses penilaian Kinerja, kita

menemukan bahwa suatu proses penilaian kinerja yang tadinya
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menakutkan dapat menjadi yang positif semua pihak yang terlibat. Konsep
penilaian 360-degree merupakan model yang sederhana dan mudah
diterapkan, disini pekerja menilai diri sendiri da menerima feedback dari
pekerja lain dan anggota organisasi. Model 360-degree mencoba untuk

menggambarkan sistem  keseluruhan, dan mempertimbangkan proses-

proses seperti input, proses si dan outcomes serta menetapkan
komponen- dalam s Modewulkan bahwa input
yang berkualitas, “dan ketika diproses dengan” e akanmenghasilkan

es yang diinginkan. Hali ini berarti bahwa

harus

diakan dukungan organisasional untuk input dan pros r dapat

ncapai outcomes yang diingir“n.

kinﬁ\g produktif sangat rele

iterapkan dan dikembangkan di Indonesia berkaitan dengan” adanya

Isu penilaian a

isi bisnis yang semakin ketat. Dengan menghilan rangkap

tradisional dan mengganti dengan penilaian seperti

disebutkan 4di maka proses penilaian aka kurat dan obyektif

sehingga K nisasi ning comes yang sudah
ditargetkan dapat tercapai.S rogram penilaian yang dilaksanakan

di Indonesia benar-benar bersih, obyektif, dan dapat memberikan manfaat

bagi anggota organisasi secara keseluruhan (pimpinan dan karyawan) serta

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kemajuan organsasi.
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Namun permasalahan penilaian kinerja sampai saat ini masih
menjadi isu yang menarik karena banyak organsasi yang belum mampu
menerapkan program penilaian Kinerja yang sesuai dengan kondisi internal
organisasi. Sangat sulit dan membutuhkan waktu lama untuk mengubah

pola atau budaya yang sudah melekat dalam diri individu sehingga sulit

juga untuk mngubah progr jan kinerja yang lebih baik.(Sulastri,

p

2010: 173-.

gertian Kader

Kader adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu

aga kepengurusan dala organisasi, baik sipil

ng berfungsi sebagai ‘pemihak’ dan atau membantu tugas

okok organisasi tersebut, seorang kader dapat

0 si tersebut dan biasanya merupakan simpatisan . rasaz dan

bertujuan s n institusi Qrganisasi ya anya.

Pada umumnya pen ata 'kader' sangat lekat pada partai
politik, namum organisasi kemasyarakatan juga mempunyai kader-kader
yang membantu tugas ormas tersebut, misal: kader kesehatan; yang mana
mereka bukan pegawai dinas yang melaksanakan fungsi kesehatan.

Kaderisasi merupakan usaha pembentukan seorang kader secara terstruktur


http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sipil
http://id.wikipedia.org/wiki/Militer
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik
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dalam organisasiyang biasanya mengikuti suatu

silabustertentu. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kader)

Kader diambil dari istilah yang diperkenalkan Lenin pada masa

pembentukan PartaikKomunis Sowvyet.

Adapun kader adala pok manusia terlatih secara khusus
yang ma ger ara mengembangakan

organisasi, mpu melatih orang lain k juan. Menurut A.S

(1988: 310). Kaderisasi adalah usaha yang untuk

iapkan tenaga-tenaga atau penerus bagi kelangsu p suatu

kelompok (organisasi) yang miliki  kualitas  lebih  baik/tinggi  dari

ga-tenaga lama. =

Kata kader berasal dari kata %rancis yaitu “LeCadre du eua”

mempunyai arti figura atau lukisan. Sedangkan dalam b Inggris

er (Cadre) sering diartikan “From Work of Select berarti

kerangka atau tulang belulang. (Yoyon, 2008: 42
Dal besar ia, per er diartikan sebagali

orang yang diharapkan atau ng pekerjaan penting dipemerintahan,

partai dan lain-lain. (Yoyon, 2008: 42)

Kader diartikan pula pendukung dan pelaksana cita-cita yang sabar
dan cakap. Kader juga diartikan sebagai tenaga gemblengan, tenaga-tenaga

inti dan merupakan kekuatan baru yang cukup cakap serta bertanggung


http://id.wikipedia.org/wiki/Kader
http://id.wikipedia.org/wiki/Lenin
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jawab dalam kepemimpinan umat dan jalannya organisasi atau mekanisme
masyarakat. Sedangkan perkataan “pengkaderan” mengandung  makna
proses, cara berbuat mendidik atau membentuk seorang menjadi kader.
Hal itu memberikan pengertian bahwa, kaderisasi merupakan proses

mempersiapkan seseorang untuk menjadi pendukung, pembela dan

pejuang cita-cita di masa Kini ndatang, serta pemimpin pengganti di
masa depal an me nggung ‘ng lingkungan suatu
organisasi.(Yoyon," 2008: 43)

arena itu kaderisasi proses sosialisasi sepera

!njadi identitas,  kegiatan ~membentuk individu atau

ndukung yang memilil@b,ideologis dan pelaksanaa -Cita

nisasi yang dimilikin k% dan kemampuan mewu -

citanya dalam masyarakat.
dalam
P rtama,

leh dirinya, untuk

I yang

elompok

ndividu-individu yang dihasilkan dari proses

aktu tertentu, biasanya memilikidua kesadaran

kesadaran kut apa yang harus dil
memperbaik . Spiri dan

beriringan denga itu, biasanya

an dirinya. Kedua,
tahap lanjut muncul kesadaran untuk
melakukan sesuatu yang bermakna, tidak hanya untuk dirinya, namun juga

untuk identitas yang lebih luas.

Berpijak pada dasar pengertian dan keyakinan bahwa manusia

sebagai faktor utama kekokohan organisasi, masyarakat dan peradabannya,
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ia memiliki dua nilai. Pertama, nilai yang bersifat bakat atau alamiah.

Kedua, bersifat bentuk atau kemasyarakatan.

2. Fungsi Kaderisasi
Kaderisasi diperlukan karena semua pemimpin termasuk yang

sekarang menjadi pemimpin ti harus mengakhiri kepemimpinannya,

baik dikehe aki.

Dis , Upaya eruskan cit erasi terdahulu dan

ini, serta melestarikan nilai-nilai yang dianut da rjuangkan

k atau organisasi. Maka, peranan partai dalam pe kader

njadi sangat penting. Kader adalah sesorang atau kelompok yang sudah

i gembleng sehingga ili huan yang bersifat pr, dan

iS. ,/'R
Dengan demikian, ’kaderisasi menjadi ~ sangat penting - karena
kan proses pembinaan dan penggemblengan dai si atau
sehingga ia siap melaksanakan amanah.

Apabi derisasi  dihubungkan den ga partai, tenaga
gemblengar“ﬂal ba ukup ' bertanggung jawab

dalam perjuangan partai, si kaderisasi adalah sebagai berikut.

(Yoyon, 2008: 52).

a. Membentengi Partai. Kader sebagai kelompok minoritas yang
memiliki kemampuan besar berkat disiplin dan kesabarannya,
merupakan unsur Pressure group dalam suatu komunitas atas

masyarakat. Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa, “betapa banyak



68

kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah.
Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Al-Bagarah:249)

Memelihara, meningkatkan semangat dan kemampuan partai.
Kreatifitas dan inisiatif para kader yang terlatih dan terdidik, dapat

melahirkan konsepsi perjuangan yang sesuai dengan pekembangan

zaman. Prof. Mustafa ni mengatakan bahwa, “ditangan

para ( tak ta Jawab at , fan tergantung

pada usaha dan ikhtiarnya masa depan.”

bilisator Partai. Kader sebagai tenaga yang di untuk

njadi penerus yang bertanggung jawab atas gsungan

| perjuangan dan masa depaﬁﬂai. I

bod
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‘BAB 111

TINJAUAN EMPIRIK HASIL PENELITIAN TENTANG KEBIJAKAN
PEMIMPIN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) TERHADAP
PENINGKATAN KINERJA KADER DI KOTA BANDUNG

A. Kondisi Objektif Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

1. Sejarah Perjuangan P. tuan Pembangunan
PP rupakan hesil fusi p‘i Nahdlatul Ulama

(NU),., Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai arikat  Islam

ia (PSIl), dan Partai Islam Tarbiyah Islamiy; yang
eklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 bertepatan gan 30
zulga’dah 1392 Hijriyah_me an_partai politik penerus estaf
QQ‘”/
i Islam dan wadah p t aspirasi umat Islam,
esadaran dan tanggung jéwab tokoh-tokoh umat Islam dan
i untuk bersatu, bahu-membahu membina masyarak.
atkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah

Ta’ala mel

i juangan politik.
PP sasl«arjdkete.an bertekad dengan

segenap kemampuannya un a mewujudkan cita-cita proklamasi
17 Agustus 1945, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur,
rohaniah dan jasmaniah yang di ridhai Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

UUD 1945.
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Mewujudkan  tekad dan cita-cita  tersebut, PPP  dalam
perjuangannya senantiasa berpegang pada Khittah dan Progran Perjuangan
PPP sebagai pedoman bagi pimpinan dan kader Partai dalam menampung,
menyalurkan, memperjuangkan, dan membela aspirasi rakyat dan

mewujudkan cita-cita  bangsa, seraya tetap memelihara  akidah,

menjalankan  syariat dan rmasikan nilai-nilai  Islam  dalam

seluruh  as upan negu‘ yang Rahmatan

lil’alamiin.

Perjuangan PPP dalam upaya mencapai tujuan nasi dapat
skan dari latar belakang sejarah perjuangan bangsa. gaimana

elah diketahui bersama, seja‘k perjuangan bangsa Indonesi

h melawan penjajahan nindasan dalam segala

nifestasinya. Bertahun-tah bangsa Indonesia berju
rebut kemerdekaan, menegakan kedaulatan, memperjuangkang keadilan,
kebenaran, serta meningkatkan kesejahteraan muran

Sej inya 5 Jaguari 1973 us berjuang untuk

membawaka Irasi dan umat da gsa, terutama dalam
menjaga agar produk-produk peraturan perundang-undangan tetap berada
dalam nafas dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Itu semua adalah
upaya PPP agar berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak
bertentangan dengan nilai dan ajaran Islam yang sudah tertanam dalam

kehidupan masyarakat Indonesia.
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PPP juga berada di garis depan dalam menghadang buldoser rezim
Orde Baru yang ingin melakukan depolitisasi mahasiswa dan kaum cerdik
cendikiawan dan depolitisasi masyarakat sipil yang pada akhirnya
membungkam demokrasi dan menyuburkan otoritarianisme. Sudah sejak

lama PPP tidak kenal lelah memperjuangkan kehidupan politik yang lebih

sehat dan demokratis, me elenggaraan Pemilihan Umum yang

d

akhirn asil

jujur dan m Era Reformasi,

setelah sej 1980-an diperjuangkan secara terus menerus. Pada era

begitu PPP selalu mendengungkan pembatasa abatan

en tidak lebih dari dua periode agar sirkulasi kepemim berjalan

ecara alamiah, demokratis, ‘tn yang terpenting menjunjung. tinggi

\‘ » ."‘
ulatan rakyat. T
PPP adalah partai &%gan jati diri Islam yang

il fusi politik Partai Nahdatul Ulama (NU), Partai Musliminglndonesia
i), Partai Syarikat Islamiyah (PSIl), dan Partai rsatuan

Tarl (Perti), sebagai penerus perjuangan  politik™ umat Islam,

berakhlakul berwawa ke-Indon rorientasi keumatan

dalam mew an negara yang adil, kmur, sejahtera lahir
dan bathin yang diridhai Allah  Subahanahu Wata’ala  (Baldatun
Thoyibatun wa Robbun Ghafur) dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.

a. Secara historis, keberadaan PPP merupakan penerus estafeta

perjuangan politik umat Islam di Indonesia. Sejak berdirinya sampai
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reformasi bergulir tahun 1998, PPP adalah wadah perjuangan aspirasi
politik umat Islam yang terus berjuang umtuk membawakan aspirasi
dan kepentingan umat dan bangsa, terutama dalam menjaga agar
produk-produk peraturan perundang-undangan tetap berada dalam

nafas dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dari latar belakang

kelahirannya, PPP yan sikan pada tanggal 5 Januari 1973

merup fusi po

artai-pa yang ada saat itu,

sekaligus sebagai kelanjutan dari perjuangan politik Islam sejak masa

rdekaan, yakni sejak lahimya organisasi p Islam

dern seperti Syarikat Dagang Islam (1905) yang ke menjadi

Partai Syarikat Islam, %ammadiyah (1912),
ﬂ‘

1926), MIAI (Majelis gldonesm), Masyumi d
PPP menegaskan dirinya sebagai partai Islam yang berori

Indonesia-an dan keumatan. Artinya, PPP berbeda den

ke-
partai-
ai sekuler yang tidak berasas Islam dan cender isahkan
ara diametral antara Islam dan negara, serta me an peran-
peran i kenegara‘ partai Islam, PPP
juga S ya denga ai-partai Islam lain

yang berpaham fundamentaliS-radikal, yang lebih menonjolkan simbol

dan agenda universal Islam di atas kepentingan bangsa dan negara
Indonesia. Identitas Islam PPP mencerminkan corak “Islamnya orang
Indonesia” atau “Islam ke-Indonesia-an”, yang berpegang pada prinsip

harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas ke-Indonesia-an.
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Dalam hal ini, hubungan Islam dan negara bersifat simbiotik, sinergis,
serta saling membutuhkan dan memelihara. Ini sesuai dengan tujuan
politik PPP yang diorientasikan bagi terwujudnya negara Indonesia
yang damai, makmur, sejahtera serta religius dan bermoral. Dalam

perjuangannya, PPP berpegang pada pemahaman Islam yang inklusif,

moderat, santun, serta rasan dan anti radikalisme, sebagai
penjab’lam yan atan L
c. Orientasi perjangan politik PPP adalah terwujudnya masyarakat yang
ius dan berakhlakul karimah, serta bangsa dan onesia
ang adil, makmur, sejahtera lahir dan bathin, menjun
dan prinsip-prinsip dem*ksi yang diridhai  Allah  Subhanahu
‘Wata’ala(Baldatun Tm"ﬂé Robbun Ghafur)
Negara Kesatuan Republik onesia (NKRI) yang be

Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks ini, PPP berkehendak kuat
qk mempertahankan NKRI dan Pancasila sebag negara
m  kehidupan kenegaraan yang demokratis n tegaknya

PPP bertekad

ggi nilai

supre m. Pada at  yang n,

menjadi nila- nilai

sebagal™@andasan dan sumber
inspiratif dalam menata keéhidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

Sebagai salah satu partai yang memiliki sejarah paling panjang

dibandingkan  partai-partaipolitik ~ Islam  yang lain, PPP  memiliki

keunggulan modal dasar pejuangan, Yyaitu latar belakang historis sebagai
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fusi politik penerus perjuangan empat partai Islam. Fusi ini tidak hanya
menjadi dokumen historis, tapi juga merupakan kekuatan strategis yang
tetap aktual untuk menyatukan sikap perjuangan politik umat.

Sejak reformasi bergulir, PPP sudah berusaha melakukan
pembenahan diri dengan merumuskan paradigma baru yang diputuskan
dalam Musyawarah Kerja PPP tahun 2000. Paradigma baru
tersebut se ncakup pa asp% yakni; kembali ke

ja

jati dirinya” sem

sebagai partai Islam yang b da prinsip umatan

n (menghindari sikap ekstrem kanan maupun e , dan
idasi partai yang mengedepankan prinsip kebersama ersatuan

an Jalur konstitusional untuk “nghindari konflik dan perpecahan partai

\‘ ', " :
berkepanjangan. T
Kekuatan PPP ya%éin\\adalah telah terbentuknya Ingan

anisasi partai di selurun Indonesia, yang ditopang denga kepemimpinan
mbuh serta berakar dari bawah yang dipilih se kratis

dalam™ forum  permusyawaratan, serta keteguhan sika oltik partai

sebagai ¢ ndirian m  memp dan menyalurkan
aspirsi umat.

Proses reformasi memberikan kesempatan kepada kader-kader
partai untuk duduk dalam pemerintahan, meskipun belum maksimal
seperti yang diharapkan terutama karena perolehan suara PPP selalu

menurun. Dalam Pemilihan Umum 2009, PPP  mengalami penurunan

suara 3 persen menjadi 5,33 persen dengan perolehan 38 kursi DPR.
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Padahal dalam Pemilihan Umum 2004, PPP memperoleh suara 8,15 persen
dengan perolehan 58 kursi DPR. Posisi PPP turun ke peringkat 6, dibawah
Partai Demokrat (20,81 persen), Golkar (14,45 persen), PDIP (14,01
persen), PKS (7,89 persen), dan PAN (6.03 persen). Perubahan sistem

pemilu  menjadi  proporsional  tebuka, lemahnya  profesionalisme

penyelenggara pemilu, dan emilih yang cenderung pragmatis di
satu sisid terpad pleme gis dan kebijakan
al

disertai le fungsionalisasi  struktur

itenggarai - menjadi

ktor yang menyebabkan turunnya perolehan s pada

legislatif 2009.

Sebagai partai Islam ‘*ang berorientasi  ke-Indonesia

tan, PPP  sesunggu

sin  memiliki daya t

emungkinan masuknyabebe ap/a kalangan di luar empat unsur . yaitu

al-partai yang berasaskan Islam atau yang berbasis umat lslam yang
menuhi Parlimentary Threshold. Begitu juga, se anisasi

sayap —partai dari kalangan ulalma, pemuda, mahsiswa, dan kaum

perempuan Generasi da Pemb donesia, Angkatan
Muda Ka’ Gerakan a’bah, Gerakan Mahasiswa Islam
Indonesia, dan Wanita Persatuah Pembangunan juga aktif mendinamisir
Partai. Ini jelas merupakan modal yang penting untuk memenangkan
Pemilihan Umum yang akan datang.

Namun demikian, PPP masih menghadapi berbagai permasalahan,

yaitu untuk mencapai “fusi tuntas” masih diperlukan waktu dan kerja keras
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seluruh jajaran partai dengan mengedepankan semangat kebersamaan,
persatuan, dan kesatuan langkah untuk mencapai cita-cita.

Walaupun struktur dan infrastruktur partai sudah mengakar hingga
ke lapisan bawah, akan tetapi sangat dirasakan kurang maksimal dan

kurang efektifnya gerak partai dalam melaksanakan fungsi dan peran

kenegaraan dan kemasyara ik di tingkat DPP, DPW, DPC, PAC,

maupun ra I menye citra makin merosot dan
terhambatnya olidasi dalam mengembangkan Jaringan dan basis

n.

Selain itu, meskipun telah dilaksanakan upaya bangan

umber daya manusia berupa i“er yang tangguh dan berkualita

yang dibutuhkakn

ingat besarnya jumla
aderisasi masih sangat lemah sehingga terus perlu dipacu la
a mengenai soal sumber daya dan dana, meskipun bukam, menjadi
b utama, namun ketersediaan sumber daya dan juangan

Pa sin - menjadi masalah. Untuk itu perlu dicari berbagai terobosan

dalam me a, dengangcara yang n tidak melanggar

hukum. Be uga soal disetiap atan organisasi dan

citra Partai yang harus secara terus menerus diupayakan agar dukungan
masyarakat semakin besar.
Di samping itu, selama ini PPP sangat lemah dalam membangun

citra dan komunikasi politik, yang salah satunya disebabkan antara lain

oleh kurang maksimalnya peran-peran kenegaraan strategis yang
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seharusnya dimainkan PPP, kurang tegasnya sikap dan kebijakakn partai
dalam melihat persoalan-persoalan yang sedang dihadapai bangsa
Indonesia, serta kurang ~maksimalnya pembangunan jaringan dan
komunikasi dengan dunia pers.

2. Visi dan Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Visi Partai Persatua gunan (PPP) adalah “Terwujudnya

masyarakat gqwa ke llah Su ata’ala dan negara

Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya

si hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi AM),
menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan n sosial

ang berlandaskan kepada nilai- ‘kl ke-lslam-an.”
Di bidang agama, p P menegaskan tentang

enataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlaku imah

gan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, 2) pentingnya peran agama
sebagai panduan moral dan sumber inspirasi ‘widupan
ken an; 3) paradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat

simbiotik,

erta sali membutuh memelinara, yang
berpegang prinsip h a univers Islam dan lokalitas
ke-Indonesia-an; dan 4) komitmeén pada prinsip dan sikap toleransi antar
umat beragama.

Sementara itu di bidang politik, PPP berkomitmen untuk
meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada

aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang
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demokratis dan berakhlakul karimah. PPP menjunjung tinggi Hak Assasi
Manusia (HAM), menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan
berorganisasi, terwujudnya good and clean goverment, dan upaya
mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

yang berdasarkan Pancasila da UUD 1945.

PPP  berkomitmen aya tegaknya supremasi hukum,
penegakan qerwuju adisi - Kk hukum dan tradisi

berkonstitusi, pemberantasan korupsi, kolusi

nepotisme, pembaruan

nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa a rakat,
atan institusi dan instrumen penegak hukum, se nguatan
ralitas penegak hukum. “
N . .
PPP  berkomitmen ujudnya manusia In
erkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampi yang
madai serta Kkualitas kesehatan yang baik. Program pemabangunan
eraan hendaknya diarahkan pada peningkatan ku a dan

prasarana - pelayanan umum seperti pendidikan, kesehat an jaminan

sosial yang merata sertamenjangk lapisan masyarakat.
PPP  bertek njadikan didikan s I prioritas dam titik
tolak pembanguna kesejahteraan,” yang darinya diharapkan lahir manusia
Indonesia yang cerdas, terampil, mandiri, dan berdaya saing tinggi.
Sedangkan misi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini adalah:

1. PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina

manusia dan masyarakat yang beriman dan bertagwa kepada Allah
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Subhanahu  Wata’ala,  meningkatkan mutu  kehidupan  beragama,
mengembangkan ukhuwah Islamiyah  (persaudaraan sesama muslim).
Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme,
komunisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia;

2. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia

dan kewajiban dasar man i harkat dan martabatnya dengan

memperhati lai aga tama aran Islam, dengan

mengembangkan Ukhuwah insaniyah (persatidaraan sesama manusia).

demikian PPP mencegah dan menentang berk neo-
iIsme, faham-faham yang melecehkan martabat mal proses
ehumanisasi, diskriminasi, danbudaya kekerasan;

. PPP berkhidmat‘”%ﬁang memelihara

mpertahankan dan me erkuk} persatuan dan kesatua ngsa
gan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan_gsebangsa).
demikian PPP mencegah dan menentang pr tegrasi,

perpecahan konflik sosial yang membahayakan keutuhan sa Indonesia

yang ber-B ggal

Ika;
4. PPP erkhidma’ berjuang “““melaksanakan  dan
mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan

kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai

mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk
otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-

wenangan yang mendzalimi rakyat;
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5. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam
rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah
SWT, baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur. Dengan demikian PPP
kesenjangan ekonomi,

mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial,

kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristris, materialistis,

permisif, dan hedonistis di gah kehidupan rakyat banyak yang

an 'aya! Partai Persatuan

bangunan (PPP) Jawa Barat Masa Bakti 2011

masih hidu

an.
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2013). Masing-masing bidang mempunyai dan tanggungjawab sesuai
dengan kemampuannya.
A. Program Perjuangan PPP

Secara umum, bangsa Indonesia measih belum mampu keluar dari

krisis multidimensi yang dihadapinya. Proses reformasi memang telah

mengantarkan Indonesia p bahan-perubahan signifikan menuju
Indonesia an de : UUD“}ai konstitusi negara
e

telah mengalam

oses amandemen selama i dan menghasilkan

an-perubahan yang mendasar. Pembatasan masa esiden

pemilihan  presiden secara langsung, pencantuma al-pasal

ngenai hak asasi manusia, chﬁs and balances antar cabang kekuasaan

\“H"‘
a dibidang eksekutif, (dan yudikatif, oto
enghapusan fungsi politik™ militer,” profesionalisasi, kepolisia

guatan  kedaulatan rakyat melalui pemilihan secara langsung dan
*/a adalah contoh dari perubahan-perubahan d sistem
po an ketatanegaraan.

Bid onomi,

laupun nomi  mengalami

perkembang akan tet ril  ma belum  menunjukan
perkembangan yang berarti. lim investasi masih belum kondusif,
kebutuhan terhadap lapangan kerja belum bisa diatasi, jumlah
pengangguran terus bertambah, kemiskinan masih memprihatinkan, serta

harga-harga kebutuhan pokok yang terus naik. Kemampuan daya saing

ekonomi  Indonesia di dunia internasional juga masih  belum
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menggembirakan. Di lain pihak kecenderungan perekonomian global telah
mengarah pada upaya penyatuan dan pembentukan pasar regional, diserrtai
dengan kebangkitan raksasa ekonomi baru di kawasan Asia seperti Cina,
Korea dan India. Situasi ekonomi seperti ini membutuhkan kecerdasan

untuk menempatkan Indonesia pada posisi yang menguntungkan dengan

memaksimalkan potensi su a dan posisi geo strategis dalam

percaturan lan inte al. Ole itu, perjuangan dan

agenda strate PPP harus mampu me Ikulasikan  kepentingan

ia ditengah kebangkitan ekonomiregional dan glob mpu
erjuangkan dan mengkomunikasikannya dengan masya

Prinsip-prinsip ekonomi “ng telah berakar kuat pada

di masyarakat terseb nkan pada terwujudnya
an keadilan, melalui kegiatan ekonomi yang sesuai dengan eti
etos kerja yang tinggi.
erkembangan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pa onomi
harus™ bertumpu pada kekuatan sumber daya nasional dengan
menghilang antungan p kekuatan a saat yang sama,
Indonesia n ekono berdasarkan potensi
nasional seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber
dana domestik yang secara optimal dapat dimanfaatkan untuk terwujudnya
kesejahteraan rakyat.

Pada saat ini, Indonesia sebagai negara dengan potensi energi yang

besar tengah menghadapi krisis energi karena pengelolaan energi dan
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penggalian  sumber-sumber  energi  alternatif yang tidak  optimal.
Sebagaimana dimaklumi, kebutuhan energi merupakan syarat mutlak bagi
pertumbuhan ekonomi dan keamanan, karena energi menjadi penentu bagi
kelangsungan  pertumbuhan  ekonomi  nasional. Oleh  karena itu

kesenjangan energi nasional hendaknya menjadi perhatian penting, dengan

mengintensifkan  penggalian energi alternatif khususnya energi
terbarukan e ener n bio-e berasal dari non-

pangan sebagal

ritas utama pemenuhan energi serta penggunaan energi

ebagai pilihan akhir.

Bidang politik, sistem politik multi partai memeung lahirnya

artal-partai baru dengan bert‘iai latar belakang kelompok s

e

gi. Begitu juga deng

erbasis pendukung masyar . Hal ini berakibat pada

larisasi ideologi politkik kepartaian yang selama pemerintahan Orde
abukan. Namun demikian, polarisasi ideologi ya selama

ini h bersifat simbolik dan belum mencerminkan kristalisasi dari nilai

dan paradi kan partai secara substa

Me arus di dalam © termasuk Islam di

Indonesia, terdapat berbagai madzhab dan kelompok dengan pemikiran
dan pola gerakan sosial-politik yang berbeda, mulai dari yang konservatif,
radikal dan liberal. Wacana dan paradigma hubungan Islam dan negara

ikut mempengaruhi sikap dan gerakan politik kelompok-kelompok Islam

tersebut, yakni paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan



88

paradigma sekuleristik. Dalam paradigma integralistik, agama dan negara
menyatu (integrated). Paradigma ini mengsubordinasikan kepentingan
negara kepada agenda universal Islam semata. Adapun paradigma
sekularistik memisahkan agama atas negara dan memisahkan negara atas

agama secara berhadap-hadapan. (diametral). Sementara itu, PPP

berpandangan bahwa hub m dan negara bersifat simbiotik,

sinergis se mbutu an me ng berpegang pada

prinsip harmoni antara universalitas Islam dan™lokalitas ke-Indonesia-an.

dalam sejarahnya umat Islam Indonesia sesung masuk
erkarakter umata wasathan, moderat dan mamp adaptasi
engan kondisi dan budaya loka

Karakteristik masyara @I& sebagai pemilih
tisme “di

mana faktor ideologi ku

ada rasionalisme dan prag atau

lum menjadi pertimbangan utama dalam menentukakn pili politik.
harus menjadi perhatian partai, khususnya PPP, akukan
pendeKatan terhadap masyarakat pemilih melalui program-program nyata

sung den kebutuha rakat. Partai Islam

yang berse

seperti PPP aknya ogi dan pendekatan

rasional kepada masyarakat. lihat dari kekuatan sosio-historis, PPP
mempunyai peluang besar karena partai-partai Islam yang baru lahiryang
berbasis massa empat unsur ormas yang berfusi ke PPP tidak sepenuhnya

mendapat kepercayaan dari masyarakat, terlebin dengan konflik internal

yang berkepanjangan. Dengan demikian, PPP sebagai partai Islam yang
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moderat dan sudah lama berjuang bersama masyarakat bisa menjadi
alternatif da tumpuan harapan masyarakat Indonesia, khususnya
masyarakat Islam santri.

Program Perjuangan PPP meliputi beberapa divisi, dan masing-
masing  divisi mempunyai tugas dan tanggung jawab  sesuali

kemampuannya, sebagai

rm‘
ngan bahwa hubungan I! !n negara bersifat

biotik, sinergis serta saling membutuhkan dan , yang

erpegang pada prinsip harmoni antara universitas Islai lokalitas

keindonesiaan demi terwujudnya negara Indonesia yangg damali,

kmur, sejahtera, reli bermoral. Dengan de

menentang hubunga / ya bersifat integralistik yang

mensubordinasikan  kepentingan negara Indonesia  kepa agenda

ersal Islam semata, juga menolak pula hubungan laristik

g menjauhkan peran agama dalam kehidupan kenegaraan.

PPP di ajaran dan basis
paradig i Ci I ode etik partai dalam
ber-amar ma ruf nahyi munkar, melalui upaya:

a. Mengejawantahkan nilai-nilai  kelslaman dan keindonesiaan secara

terpadu, seimbang, selaras, serasi, harmonis, otentik, dan utuh

menyeluruh;
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b. Berikhtiar agar nilai-nilai itu tertanam, hidup dan mengakar di
masyarakat,  menjiwai  perikehidupan  bangsa serta  tumbuh
berkembang di atas kesadaran kemanusiaan dan keinsafan akan
rahmat dan mashlahah yang terkandung didalamnya;

c. Mendorong penyelenggaraan perikehidupan politik yang sehat dan

santun (akhlag al-k erta dijjiwai semangat tasamuh,

tawas n, ta’'a ani'tid

3. Dengan p “lakum diinukum waliya n disemangati oleh

bebasan untuk memeluk agama  masing-masi untuk

eribadat menurut agama dan kepercayaan-nya itu” sep imaksud

oleh pasal 29 UUD 1945.
olitik S
. PPP senantiasa berkomitmen §an bertekad meningkatka alitas

| kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek gpenguatan

qmbagaan, mekanisme dan praktik politik yang d melalui
ya: -

Me idi kewarga an bela negara;

rpendapat, berserikat

dan berkumpul, dan berorganisasi termasuk kebebasan pers yang

bertanggungjawab;

c. Peningkatan Kkualitas dan kecepatan pelayanan publik temasuk

penigkatan wawasan, keterampilan dan kesejahteraan aparatur
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negara dan pelayanan publik, serta reformulasi otonomi daerah
untuk mencapai pelayanan publik yang memuaskan.

d. Menddorong reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik
sebagai pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

lahir dan bathin;

PPP  memaknai keku pbagai amanah untuk mewujudkan

kemasl agai | ntasi
dilakukan an sebaik-baiknya dan s

i akhlak mulia, serta dipertanggungjawabkan

alamin, yang

-adilnya, dilandasi nilai-

pihak
emberi amanah. PPP memaknai dan sekaligus ndorong
pencapaian tujuan nasiona“bangsa Indonesia sebagai bagian dari

warobbun ghafur se

erwujudan baldatun t

ikhtiar berpolitik sebagal”bagian ‘dari ibadah.
PPP memahami keberadaan negara sebagai salah satu pilar yang
jamin terlaksananya kehidupan beragama yang aiknya

a kemerdekaan dan NKRI sebagai hasil perjuangan sekaligus

kesep g sah dang, mengikat syarakat Indonesia.

Dengan men ters htiar izzu m wal muslimin dan
mabadi khairu ummah oleh” PPP selalu terintegrasi dengan perjuangan
mempertahankan  dan  mengisi  kemerdekaan serta memelihara
persatuan, keutuhan, bangsa dan kelangsungan NKRI.

4. PPP bertekad dan berjuang untuk menjadikan dirinya sebagai pioner

dan pemersatu gerakan politik Islam sebagai alat perjuangan (jihad)
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nilai-nilai  dan aspirasi umat Islam Indonesia dalam kehidupuan
kenegaraan, agar bangsa Indonesia berjalan dengan panduan ajaran
Islam.

PPP mendorong penguatan sistem pertahanan nasional dengan:

a. Menegakan kesatuan dan keutuhan wilayah negara, melalui

kerjasama internasio negasan batas wilayah;

b. Me profesio aparat baik TNI maupun

badan lejen berikut kelayakan ralatannya dan tingkat
kesejahteraan anggotanya;
. Meningkatkan  efektivitas  pelaksanaan  subsidi g dan

jaminan  sosial kepada = penduduk miskin  sehingga gterjamin

ketersediaan kebutuh , layanan pendidikan, d

serta perumahan kepada penduduk miskin.

mengejawantahkan nilai-nilai  keislaman dankein dalam

perike konomi dengan betolak empatkan manusia
sebagali eco alig sosial dan religius
yang harus bertindakeleg rta mampu menundukkan nafsu jahat
dan praktiktercela. Harta kekayaan tidak boleh terakumulasi dan
beredarhanya di antara  segelintir  orang  saja. PPP
menghormatikompetisi yang sehat yang dijiwai semangat saling

percaya,kejujuran, dan  keadilan  sekaligus menolak  segala
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bentukpersaingan ~ yang  ditujukan hanya demi  kemenangan
individualtermasuk keserakahan (libidonomic devian) yang
bertentangandengan moralitas dan agama.

PPP memahami bahwa perekonomian nasional dalam era globalisasi

memiliki dinamika yang kompleks, diwarnai oleh berbagai tarik

menarik berbagai kepe tor dan ideologi berikut dampaknya,
sehing gunan mi pendekatan antar

bidang, bu

saja bidang ekonomi tetapl juga sosial, politik dan

aya. Karena demokrasi memiliki dimensi yang | n saja
alam bidang pemerintahan tetapi juga bidang e
pembangunan ekonomi h s dibarengi pengejawantahan
emokrasi dan keda@ﬂi‘antaranya melalui pe

demokrasi ekonomi dan‘pengembangan sistem ekonomi kera
PPP harus mengejawantahkan nilai-nilai Islam dalam
aritas, kepedulian dan keadilan dalam mas

bentuk sebuah lembaga atau badan yang mengelola™ potensi zakat

demi an  umat.a, PPP  se rtai  Islam  harus

meman n dan tensi za ng ada tidak hanya

dikalangan warga PPP, tetapi umat Islam secara keseluruhan. Zakat
tidak sekadar menjangkau hubungan teologis dengan Tuhan semata,
tetapi juga merefleksikan solidaritas menuju terciptanya keadilan

sosial. Keadilan ekonomi dalam bentuk kewajiban zakat adalah wujud

keadilan sosial yang paling konkrit yang mempunyai obyek dan tujuan
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yang luas, yaitu mengurangi dampak berbagai masalah sosial yang
timbul dalam masyarakat.

4. PPP harus mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan
ekonomi dengan mengembangkan dan memperkuat sendiri-sendi

ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai yang telah berkembang dalam

bagi hasil, ekonomi syariah,

masyarakat, yakni sis mi

koper M da iIangk“5 bentuk eksploitasi

ekono I merugikan masyarakat ya erbasis pada kegiatan
kulasi, rente, riba dan sebagainya. Dalam k.onomi

erdasarkan nilai-nilai Pancasila tersebut lebih ditekanka a aspek
keadilandan nenghila%gala bentuk pengisapan dan pepindasan
erhadap pihak lain sehi ’;l;an ketimpangan. ’

. PPP harus memperjuangkan bijakan khusus untuk jukan

ekonomi syariah serta usaha mikro, sehingga pelaku us di atas
qat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sungguh engah-
ah mayoritas umat Islam, ekonomi syariah masifi™ tertinggal jauh

usaha mikro masih

dari e nvensional. gSungguh iro
mengha erbagai seperti dalan danperizinan,
pada saat bersamaan perbankan nasional kelebihan likuiditas dan
Pemerintah sering mengobral insentif untuk menarik pengusaha besar

dan pengusaha asing.
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d. Hukum dan HAM

1. PPP berpendirian bahwa manusia Indonesia yang berkualitas adalah
manusia yang sadar dan taat hukum. Karena itu, program
pembangunan hukum dan Hak AsasiManusia diarahkan untuk

terjaminnya kepastian hukum dan rasa keadilan serta terlindunginya

Hak Asasi Manusia (H

agar p goara pemerintahan serta

PPP
warga masyarakat mendasarkan tindakan pada kepatuhan hukum

tradisi  berkonstitusi. Hukum ditempatkan se glima,

alam arti bahwa kekuasaan dibatasi dengan hukum aga terjadi

kesewenang-wenangan, dan‘kahwa selurun kehidupan bermasyarakat,
erbangsa dan bem? ankan atas dasar
(rechstaat) bukan a( dasar negara kekuasaan (m

PPPmemperjuangkan pembangunan hukum bagi terwuju

=

aat).
a tertib
| dan terpenuhinya rasa keadilan yang dijiwai se jujuran
kebenaran serta memperhatikan kemajemukan penalaran hukum.

3. PPP mendorongy, upaya pen kum pemberantasan

tindak a korups ujudkan Iptanya Pemerintahan

yang bersih dan bertanggungjawab.
4. PPP Dberusaha agar pembaharuan hukum nasional, peningkatan
penegakan hukum, pembinaan aparatur penegak hukum, dan

peningkatan sarana dan prasaranahukum dapat terlaksana dengan
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memperhatikan sungguhsungguh kemajemukan tatanan hukum yang
berlaku.

e. Sosial-Kemasyarakatan dan Kebudayaan

1. Sebagai partai Islam yang berwawasan kebangsaan atau

keindonesiaan, maka cita-cita sosial yang terkandung dalam politik

kemasyarakatan PPP berusaha menciptakan masyarakat
ang mampu meng-

Indon:”religius, arti “

imple nta keimanan mereka dala ehidupan sosial sehari-
i. Dengan demikian diharapkan akan muncul etika .g kuat
Imasyarakat. _

.~ Namun mengingat keragami‘bangsa ini dari segi agama, budaya dan
ideologi, maka sikap to I terus ditumbuhkan ag t
mampu menghargaikomunitas lain  yang berbeda dengan kian

akan tercipta masyarakat yang harmoni yang mampug menjaga

kunan sosial. Demikian pula prinsip egalitarian h dijaga

r tidak terjadi diskriminasi sosial, sebaliknya diwujudkan

keseta ala sector kehidupan sosi

3. Sesuai an tradisi dern, rakat haruslah selalu
didorong untuk selalu iliki kesadaran hukum, sehingga bisa
terbentuk tertib sipil. Dengan adanya tertib sipil ini tidak hanya
kehidupan sosial yang akanterjamin keberlangsungannya, tetapi dalam
skala makro akan mendorong terciptanya tertib politik dalam

penyelenggaraan Negara.
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f. Kesejahteraan Masyarakat

PPP  mencermati dan prihatin terhadap masih  banyaknya
masyarakat yang belum bisa menikmati hasil pembangunan.Terjadinya
krisis ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkantingkat kesejahteraan

masyarakat terus menurun yang ditandaidengan tingkat kemiskinan yang

cukup tinggi, pendapatan sangat rendah dan pengangguran
semakinbe”ang olemlya daya  Deli
masyarakat,ke an dan  menurunnya alitas” kesehatan  dan

an.

PPP berpendirian bahwa manusia Indonesia yang be asadalah
nusia yang mempunyai pe*‘tahuan dan keterampilanyang
kualitas kesehatan y;:"' i ’;(:h karenaitu, program
esejahteraan hendaknya diarahkanpada peningkatan sarana dan
layanan umum sepertipendidikan, kesehatan dan jaminan
merataserta menjangkau seluruh lapisan masyarak
PP akan memperjuangkan agar program
sosialditeka a peningk

usaha p an kemampuandan

kemandirian ranan le adaya rakat  danorganisasi
kemasyarakatan dan keagamaan ‘yang bergerak dibidang sosial, pendidikan
dan kesehatan, maupun peningkatankemampuan dan peranan pemerintah

dalam  meningkatkan tarafkehidupan  masyarakat melalui  program

peningkatan pendidikandan kesehatan.
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PPP akan terus mengusahakan agar wajib belajar sembilan
tahunbisa tuntas di selurun wilayah Indonesia, dengan program danbiaya
pendidikan sesuai amanat UUD 1945 dan UU SistemPendidikan Nasional.
Oleh karena itu PPP akan mengusahakanpeningkatan kualitas pendidikan

dan kesejahteraan tenagakependidikan (guru, dosen dan guru besar ) baik

ditingkatpendidikan  dasar, ilkan menengah dan pendidikan

tinggi.PPP

meng yekan

untuk semuaorang

dan pendidikan ur hidup.

bungan Internasional

PPP memiliki tekad yang kuat untuk mengembang litik  luar

ia ikut

egeri Indonesia yang bebas dﬂ aktif, dalam arti bahwa Indo

memajukan  perdama a dan menentang se
enjajahan, menolak keterlibatan atau ketergantungan terhadap
napun yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia ter k tidak
dalam semua jenis aliansi militer atau fakta pertah ik luar

nege haruslah  diarahkan bagi tercapainya  cita- proklamasi

kemerdeka ia, keutuham, dan kejay. ,peningkatan harkat

dan martaba gsa Indo peliharany: -hak dasar manusia.
PPP  selaluberupaya untuk ngembangkan tanggapan strategi serta
kebijakan luar negeri yang kooperatif dan bisa bekerjasama dengan negara
manapun tanpa meninggalkan prinsip bebas aktif, dalam rangka
meningkatkan simpati dan dukungan internasional bagi pembangunan

Indonesiaserta menciptakan suasana yang kondusif di dalam negeri;
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a. Mendorong  kegiatan  kerjasama  antar negara yang saling

menguntungkan untuk mengoptimalkan peranan Indonesia di panggung
regional dan internasional serta menjamin kedaulatan bangsa serta
menegaskan batas wilayah nasional Indonesia;

. meningkatkan kerjasama politik, ekonomi, dan budaya antar negara

anggota ASEAN d ra  ASEAN dengan  berbagali
kelompo innya ningkﬂjnan nasional dan
e

regional ™ se laju  pertumbuhan ekonorm, juan sosial, dan

embangan  kebudayaandengan tetap mempertim kaitan

ara lingkungan geografis dengan realitas politik, I, dan

kebudayaan; ‘b

ningkatkan kemandirian ya tawar negara-negara

terhadap negara-negara “adidaya " dalam percaturan global suk

menolak segala bentuk intervensi oleh negara manapun dalam masalah
negeri masing- masing;
. a dalam Kkerja-kerja meredakan konflik antar ara maupun

intraneg logi maupun non-

ideologi me rlakuan s negara atas negara

lainnya sebagai budak/proxy ataupun koloninya;
. mengimbau agar masyarakat dunia menghindari konflik dengan
mewujudkan prinsip hidup berdampingan secara damai (peaceful

coexistence),agar negara-negara yang berbeda ideologi sekalipun dapat

saling menghormati dan tidak saling mematikan.
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B. Agenda Dan Strategis PPP
1. Konsolidasi dan Penguatan Fungsi Organisasi

PPP memerlukan struktur organisasi partai yang kuat danefektif
dalam mengelola berbagai sumberdaya politik yangdimilikinya. Organisasi

PPP harus mempunyai hirarki yangmencerminkan kemampuan partai

melaksanakan programserta radaptasi dengan berbagai problema

yangterus . QOle a - itu, asi danmodernisasi

organisasi diperlukan dengan beberapa prinsip

jemen organisasi yang dibangun PPP harus bers Ik dan

egial. Manajemen PPP harus menghindari otoritas-oto ndvidual

atau kelompok yang bersh‘kubyektﬁ, sebab hal itu akan
\‘ » ."‘
‘pda rapuh dan Iumpw n, sistem dan mikanis

Sebab dalam kontek ini,” organisasi partai haruslah bersifat i

dan obyektif. Demikian juga konstitusi, prosedur, mekanisme dan
qgai aturan main partai harus bersifat tertulis hensif,
I al dan  Dbersifat lugas. Hal ini untu menghindari

dominan i | indi bersifat - subyektif

dalam me

b. Struktur dan perangkat Organisasi harus mampumengakomodasi
berbagai bidang keahlian, skill dan concern yang dibutuhkan oleh partai
dalam rangka menjalankan roda organisasi dan program partai;

c. Manajemen partai juga harus menjunjung tinggi prinsip reward and

punnishment, melakukan promosi kader berdasarkan Kkarir, reputasi dan
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moralitas politiksesuai dengan standar yang ditentukan partai serta
melakukan regenerasi seimbang berkesinambungan;
2. Kaderisasi

Kaderisasi dalam partai adalah salah satu aktivitas utama yang

menandakan keberlanjutan kehidupan partai. Kaderisasi merupakan salah

satu media rekruitmen, komitmen dan ideologi politik,

pengemban asperso peng bagaan partai yang

berorientasijang panjang.  Tanpa  kaderisasl,  partai  bagaikan

yang sulit untuk bernafas apalagi untuk berpr atnya,

atau lambat bakal musnah karena tidak adarege Kader

erupakan ‘aparat ideologi fkrtai’ atau agenideologi pa yang

\‘ » " :
rjemahkan kepen% (syarakatsekaligus me

eterwujudannya.

Kaderisasi partai harus dipandang sebagaiupaya merubal, potensi-
partai menjadi kekuatan nyata yang akan mempe sistensi
pa di tengah masyarakat. Spektrum politik nasional Indonesia
sedangberg i iti kompetitif, misalnya
ditandai d politik,  dansemakin
artikulatitya peranan  kelompok-kelompokmasyarakat non-partai  (civil
society). Kecenderungan inimenuntut PPP melengkapi dirinya dengan
kuantitas sekaliguskualitas kader yang ideologis, militan dan berdaya saing

tinggi,serta didukung dengan tingkat responsibilitas dan kepekaanyang

tinggi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.
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Idealnya PPP merintis untuk melahirkan kader-kader militan
diberbagai bidang keahlian yang dapat mengisi pelbagai sektorkehidupan
masyarakat. Agar tidak terjadi krisis kepemimpinan,PPP dituntut bekerja
keras melakukan kaderisasi, melaluiberbagai cara termasuk pelatihan-

pelatihan yang terprogram,sehingga mampu melahirkan kader-kader partai

sekaliguskader bangsa yan dan mampu menyelesaikanmasalah-
masalah ke n dan aan. ‘

3. Membang itra Partai

Karena peran dan pengabdiannya, eksistensi dan partai

ditentukan oleh citra dan performennya di mata kat luas

publik). Demikian juga citra, #istensi dan masa depan PPP ditentukan
\‘ » ."‘

oleh kemampuannya

momentum politik  da
ikulasi politik yang mencerminkan“dirinya sebagai partai yang
mpunyai integritas politik dan mampu memberikan harapam, harapan
tions) bagi masyarakat luas tentang pembang sa ke

depan.™ Sebagai partai Islam, PPP juga harus mempertegas identitas

keislamann yang bercerak keindo an keumatan yang
mencerminkan™corak keis arakat Indomesia dan berorientasi
pengabdian pada kepentingan umat.

Seluruh perangkat dan jajaran pengurus PPP dari pusat sampai
daerah harus berusaha keras dan mampu membangun citra yang positif
bagi partai, dengan kepekaan yang tinggi terhadap perubahan-perubahan

yang terjadi di masyarakat. PPP secara kelembagaan maupun perorangan
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fungsionaris dan kader harus senantiasa melakukan  fungsi-fungsi
komunikasi politik, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

PPP akan terus meningkatkan pengelolaan “"Media Persatuan”
dalam aspek redaksional, manajemen, dan distribusi/penyebarannya

kepada seluruh jajaran Partai dan para simpatisan serta masyarakat luas

dengan mengupayakan ke terbitnya. Di samping itu, setiap

akan idoron‘nerbitkan berbagai
eperti tabloid daerah, brosur,” pamplet, stiker, bulletin,

CD, VCD, dan berbagai media Kreatif lainnya

wilayah d

bentuk publikast,

media
si dan komunikasi jajaran partai, anggota dan para si
Pemberdayaan Kaum Perempuan

Menyadari kenyat;;\ ’d; dimana jumlah per
lampaui bilangan kaum ‘pria maka perjuangan hak kaum puan

us mendapat porsi yang penting untuk diperjuangkan. Oleh_karena itu

kan selalu mendukung perjuangan kaum p untuk
mendapatkan hak-hak politik maupun fungsi dan peran m kehidupan
berbangsa rnegara. lau  Dbegi mbangan  program
kesetaraan r harus pada nilarFmai Islam dan kearifan

lokal.
5. Pengembangan Jaringan dan Basis Konstituen

Strategi dan pendekatan terhadap konstituen, PPP  harus
memandang masyarakat sebagai insan yang mempunyai kesadaran

dinamis, bahwa masyarakat semakin rasional dalam menentukan pilihan
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politik, serta hubungan-hubungan sosial mereka yang bersifat organis,

longgar dan terbuka. Pendekatan ini perlu digunakan karena dalam

menentukan pilihan, masyarakat tidak akan selamanya berdasarkan pada
simbol dan kesadaran semua bagi kepentingan mereka sendiri.

Pengembangan jaringan dan basis akar rumput perlu dilakukan

as i adanya kepentingan di balik

ilih -group approach),  yakni

dan sebagainya.

dengan  menggunakan

pengelomp

kepentingan politik, ekonomi, budaya, etnis,

gama,
metodologis, pengembangan konstituen atau basi
menggunakan sistem database dan survey politik.

Pendukung PPP sendib dapat dikategorisasikan menj
SN

ng ini

pok. Pertama, kelo syarakat yang loyal,

erubah dari dulu sampai sekarang, yang disebut sebagai basis tragiSional.

dua, kelompok simpatisan yang dukungannya ditentukan
yang diusung partai. Rekapitulasi dan akumulasi
pen ng ini menunjukkan tingkat kebesaran dan ak

Untuk ke konstituen _imi beberapa

kinerja

ompok

abilitas PPP.

perlu diperhatikan

secara serius ah sebaga
a. PPP harus mempunyai peréncanaan yang tepat dan efektif dalam
memelihara dan mengkonsolidasi basis pendukung tradisionalnya.
Misalnya  dengan cara  menghidupkan, = mengembangkan  dan

merevitalisasi media-media  mobilisasi, mengintensifkan  silaturrahmi

dan komunikasi dengan kekuatan-kekuatan sosial seperti para ulama,
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pesantren, jaringan masjid, ormas-ormas islam, majelista’lim dan ormas
kepemudaan serta kelompok perempuan. Terhadap jaringan pemilin
tersebut, PPP dituntut melaksanakan program-program yang bersifat
memberi santunan dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus sebagai

media komunikasi politik dan agregasi kepentingan mereka;

b. PPP juga perlu men n jaringan basis pendukung ke
komunit’ yang luas s ni, buruh, nelayan,
li

pedagang ma, kelompok etnis ebudayaan, termasuk
an Islam abangan;

g
perlu memperhatikan secara khusus kepentingan a

sijadikan dasar dan pendekatan, dalam
S

dan ekonomi rakyat untuk‘
‘ngembangan basis p;n‘""' . Ti i ini
persoalan  yangsecara ‘langsung™ menyentuh  kebutuhan
syarakat dan menjadi pertimbangan mereka dalam nentukan
Qn politiknya;
d. akan meningkatkan program silaturahmi dengan ul an pondok

pesantre i I I dengan mendaya

politik,

gunakan memaksi jeli 'ah PPP di semua
tingkatan melalui program Halagah, meningkatkan siltaurahmi, dan
musyawarah  ulama  yang berkaitan dengan  masalah-masalah
kemasyarakan, keislaman dan berbagai persoalan kehidupan bangsa dan

negara,
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e. PPP akan meneruskan pola kerjasama simbiosis mutualistik dengan
organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan (interst group) dan
lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pelaksanaan program dan
penyerapan,  menampung,  menyalurkan,  memperjuangkan,  dan

membela aspirasi masyarakat. Disamping itu, PPP akan meneruskan

upaya pembentukan pol n dialogis dan kerjasama dengan

berbagali dalam arakat, in : Alim ulama,

Cendekiawan, “Usahawan, Budayawan, W an, tokoh masyarakat,

da dan Mahasiswa, kalangan pekerja, serta kel mpok
ategis lainya.
Mobilisasi Sumber Dana ( ‘nd Raising)
Sumber dana par’;;\ "’Kj.;ﬁt'rﬁkasi, dipetakan,
imobilisasi untuk didayagunakan secara optimal bagi pencapaian™tujuan
rtai. Pendayagunaan sumber dana tidakhanya berasal dari sumber dana
a, namun harus tetap dilakukan usaha yang kr
untu nggali sumber-sumber potensial dana dan me asikan untuk
menopang Partai.
Inte Si dan ek bilisasi er dana :
PPP akan melaksanakan pemungutan iuran anggota secaratertib
dan intensif berbasiskan kartu anggota. Karena itu akandilakukan
pendataan ulang keanggotaan yang dikaitkandengan pembayaran iuran dan

sumbangan anggota denganmemanfaatkan komputerisasi dan teknologi

informasi,sehingga PPP akan menjadi partai yang bisa disebutmembership
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based organisation. Secara umum, programmobilisasi sumber dana PPP ke

depan akan menggunakanlangkah-langkah sebagai berikut:

a. Penggalian dana melalui iuran anggota, kader, simpatisandan
pendukung perjuangan partai.

b. Pembinaan dan pengembangan bidang usaha partai disetiap tingkatan

pimpinan partai.
C. Membahn dan di bi

d. Memfasillitasl,

engan pihak lain.

ndorong serta membantu “Jaringan dan akses usaha

kader-kader partai yang bergerak dibidang usaha.

eningkatkan usaha penggalian dana dari sumber-sumber

tidak mengikat baik dalam bﬁukwakaf, zakat mal, zakat pro
—
daqgah, hibah dansebaga -~
dapun point-point dari “hasil ancara yang telah dila

lantaranya:
i yang sangat difokuskan oleh pemimppin pa adalah
rapkan untuk kader partai PPP di kota Bandung agar bisa meraih

kemen a pemilu a tahun

sah dan

I, infak,

mana nanti akan

berdam positif b u sendiri juga meningkatkan
kepercayaan kepada masyarakat muslim.

b. Perkembangan Kkinerja kader kota Bandung baik, namun ada pula
kendala kader yaitu, kinerja kader menurun akibat dari adanya kader

dari partai Islam lain yang terlibat hukum, sehingga berdampak pula

pada citra kader partai lain, termasuk PPP.
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c. Kondisi kader di kota Bandung untuk sekarang berbeda dan
memprinatinkan, karena adanya suatu persaingan antara partai-partai
Islam dan perpecahan suara dari masyarakat kepada kader partai.
Sebab masyarakat kota Bandung sudah berpikir secara rasional dalam

memilih partai di kota Bandung.

d

d. Program yang impinan  PPP  sekarang adalah

iu
meme milu member asi kepada kader

partai paya memberikan kontribust™ positif bagi partai, dan

gharumkan kembali citra partai Islam yang s edang
nurun.

Kendala pimpinan PPP d#ﬂ meningkatkan Kinerja kader

oint utama, yakni: a. euangan partai, b. Kura

Daya Manusia untuk di“didik menjadi kader partai, dan c.

manajemen yang dilakukan oleh pengurus partai.
jjakan Pemimpin PPP dalam peningkatan ka i baik,

ena Pa. Rachmat (pimpinan PPP) selalu mem an motivasi

i, untuk menj

kepad kader pa baik, Pa. Rachmat

juga se erkorban tingan pa rutama dalam pemilu
2014 nanti.
g. Sistem yang diterapkan oleh pimpinan PPP bagus, dan pimpinan
selalu melakukan evaluasi secara langsung dan tidak langsung melalui

orang-orang kepercayaan pimpinan partai.

C. Perhitungan Teknik Pengolahan Data
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1. Data Penelitian
a. Kebijakan Pemimpin PPP (Variabel X)

Berdasarkan perhitungan data yang didapat dari penyebaran angket
dengan jumlah angket sebanyak 41 responden, maka dapat diketahui data

variabel X dengan melalui langkah-langkah perhitungan sebagai berikut:

1) Menentukan rentang (r lisih data terbesar (Xt) dengan data

terkeci r pen data, data terbesar (Xt)

adalah n data terkecil (Xr) adalah

diketahui sebagai berikut;
R =Xt- Xr

=100- 76
Menentukan banyak interval, ngan menggunakan rum agai

 berikut:

engan demikian rentang

K=1+33Logn

=1+33Log 41

(16) |

.28

=6.28di an menjadi (K = 6)
3) Menentukan Panjang Kelas interval, dengan menggunakan rumus
sebagai beriku:

B Rentangan (R)
~ banyak/jumlah kelas (K)
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4) Membuat tabel Distribusi Skor Baku Variabel X, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Distribusi‘§kor Baku Variabel X
Kelas F Xi Xi? f.xi f.xi?

76 -7 4 60 310 24025
80 - 5 66 07,5 | 33211,25
86 — 6 7656, 525 45937,5

~95 Z 8742,25

-100 1 9312,25
Jumlah

Mengh ‘ ), dengan rumus

berikut;

6 nY f xi*— (X fxi)?
B n(n—1)

_ |41.147455 —(1713)>
B 41.(41-1)
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3111286
N 1640
=/1897.12561

= 43.556005

= 43.5 (dibulatkan)

7) langkah berikut:
kiri kelas interval
ikurangi 0,5 kemudian angka skor bagian kanan kelas

interval di tambah 0,5 sehingga di dapat:

75,5; 79,5; 85,5; 91,5; 95,5; dan100,5.

Mencari nilai Z — score dengan rumus sebagai berikut:

Lo A PR N
j = 435 A 4=

= 0.78 =0.87

Z

7

85,5-4172Z
_855-417Z,

=114

ZS— 955 -417Z 1005 —41,7
T 435 ~ 435

=1.24 =1.35
c) Mencari luas 0 — Z dari tabel kurva normal 0 — Z dengan

menggunakan angka-angka untuk batas kelas, sehingga di dapat:
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0.78 =0.7823 — 0.5 = 0.2823
0.87 =0.8078 - 0.5=0.3078
1.01=0.8438 -0.5=0.3438
1.14=0.8729 -0.5=0.3729

1.24 =0.8925-0.5=0.3925

1.35=0.9115-0.5
d M kelas aIdengaﬁ
angka 0= Z, yaitu ahgka baris perta Ikurangi baris kedua, dan

ngurangkan angka-

seterusnya. Kecuali angka yang berada di baris ambah

dengan angka pada baris berikutnya. Perhitung adalah

sebagai berikut:
- 0.2823-0.3078 = 0
0.3078 - 0.3438 = 0.036

0.3438 + 0.3729 = 0.7167

0 3925 = 0.0196
0. 5 :’ :

e) Mencari frekuensi (fe) dengan cara mengalikan luas tiap interval

dengan jumlah responden ( n = 41) sehingga didapat:
0.0255 x 41 = 1.05 0.0196 x 41 = 0.8036
0.036 x 41 =1.48 0.019x41=0.779

0.7167x 41 = 29.39
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f) Membuat tabel frekuensi (fe) yang diharapkan dari hasil

pengamatan (fo) untuk Variabel X, berikut ini;

Tabel 3.2
Frekuensi (fe) yang diharapkan dari hasil pengamatan (fo) untuk
Variabel X
b
Z Luas Luas Tiap Fe Fo
0-z Kelas
Interval
0.78 | 02823 - 105 | 4
- 815 | 0.87 0.3078 0.036
875 | 1.01 0.3438 0.7167
935 |[1.14 0.3729 0.0196
L
96.5 | 1.24 3925 0.019
1.35 5
-~

Mencari Chi Kuadrat x;,,,, dengan rumus:

&

0. fe)2

(4 1. 96)2 (1-1.9)2
1.67 1.96 1.9

_(a-2. 55)2 (5 -3. 6)2

2.55
=0.82+0.54+60.0+212+0.43

=63.91

h) Menentukan derajat kebabasan pada chi kuadrat dengan rumus
berikut:

Dk =K-3
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=6 -3 hasilnya = 3

i) Menentukan normalitas data dengan Kaidah (x7;;,,,) dan (x7,pe;)
dengan taraf signifikansi 5%.
Dari perhitungan di atas, yang diperoleh x2 adalah 63.91 dengan

derajat kebebasan 3, sedangkan chi kuadrat tabel pada taraf

signifikansi 5% dal ebasan 3 adalah 7.82.

Da lkan:

Xhitung > Xtaper » hal tersebut secara kuantitatif data variabel

kinerja kader (variabel X) memiliki distribusi tida
Secara kaidah keputusan. Jika:

Xhitung = X taper. Maka distribusi data tidak normal. da
. 2 2 - -
Xhitung = Xtabel » busi data normal.

. Kinerja Kader (Variabel Y)
dasarkan data yang didapatkan dari pernyebaran semua
en dengan jumlah 41 respondenmaka dapat dik

data varia gan langkah sebagai beriku

rentar lisih

1) M ar (Xt) dan data

terkecil (Xr). Dari n data, diketahui data terbesar (Xt)
adalah 109 dan data terkecil (Xr) adalah 72 dengan demikian
rentang data adalah sebagai berikut:
R=Xt—-Xr

=109-72

=37
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2) Menentukan banyak kelas interval, dengan rumus berikut:
K=1+3.3Logn
=1+3.3Log 41
=1+3.3(1.6)

= 1+5.28 K =6.28 dibulatkan menjadi (K =6)

3) Menentukan panja terval, menggunakan rumus berikut:

ntang
k /Jumlahkelas (K)

= 6.2 dibulatkan menjadi

4) Membuat tabel Distri aku variabel . ’

Tabel 3.3
Distribusi Skor Baku Varlabel
Kelas F Xi Xi2 f.xi2
72 -76 2 74 5476 10952

4 . 6 314 24649
8 342 29241

92 -97 5 8836 470 44180
98 — 100 3 99 9801 297 29403
101-109 3 104.5 | 10920.25 | 313.5 | 32760.75
Jumlah 21 1884.5 | 171185.75

(Sumber : Hasil Pengolahan data 2013)

5) Menentukan Mean (x) rata- rata menggunakan rumus:
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™

f.xi

=|
|
S

1884.5
41

= 45.9 dibulatkan menjadi (x = 46)

6)

Menghitung standar gdeviasi (Simpangan Baku) dengan cara

iF TRy
n.(n-1)

- /41.171185.75—(1884.5)?
41.41-1

3467275.5
1640

= v2114.19

= 45.9 dibulatkan menjadi (S = 46)

membuat daftar frekuensi yang diharapkan gan langkah

r kiri kelas interval
pertama dikurangi 0,5 Kemudian angka skor bagian kanan kelas
interval di tambah 0,5 sehingga di dapat:

71.5; 76.5; 80.5; 91.5; 97.5; 100.5;dan 109.5;
b) Mencari nilai Z — score dengan menggunakan rumus:

3 Batas Kelas—x
B S
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71.5— 46 76.5—46
Z,= Z, =
46 46

=0.63 =0.66

_ 80.5-46 91.5—46
37 46 +T 46

=0.75 |

109.5—46
...

=0.98

=1.18

=1.38

¢) Mencari luas 0 el Kurva Normal 0 —
menggunakan ang batas kelas, sehindga dida

0.63 =0.7357 - 0.5 = 0.2357

0.66 = 0.7454 — 0.5 = 0.2454

0.75=0.7734-0.5=0.2734

0

65— 0.5 = 0.3465

1.
1.18=0.8810-0.5=
1.38=0.9162 - 0.5 = 0.4162

d) Mencari luas kelas interval dengan cara mengurangkan angka-
angka 0 — Z, yaitu angka baris pertama dikurangi baris kedua, dan

seterusnya. Kecuali angka yang berada di baris tengah ditambah
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dengan angka pada baris berikutnya. Perhitungannya adalah
sebagai berikut:

0.2357 — 0.2454 = 0.0097

0.2454 — 0.2734 =0.028

0.2734 —0.3465 =0.0731

0.3465 + 0.3438 =0

0.

0.4162 = 0.0352

0.

Mencari frekuensi (fe) dengan cara mengalikan nterval
dengan jumlah responden ( n =41) sehingga didapat:

0.6903 x 41 =28.30

0.0372x41=1.53

0.0097 x 41 = 0.39
0.028x41=114 /\ =
0.0731 x 41 = 2.99. . ‘

0.0352x41=1.44

) M abel - i rapkan dari hasil

Frekuensi (fe) yang diharapkan dari hasil

pengamatan (fo) untuk Variabel Y

No | Batas Z Luas Luas Tiap Fe Fo
Kelas 0-Z Kelas
Interval

1 74 0.63 0.2357 0.0097 0.39 2




119

78,5 | 0.66 0.2454 0.028 1.14 4
855 | 0.75 0.2734 0.0731 2.99 4
4 94 0.98 0.3465 0.6903 2830 | 5
5 99 1.11 0.3438 0.0372 1.53 3
6 104 0.0352 1.44 3

> fo
=21

~Sumber: Hasil Pengolahan Data 2013 .

Menghitung Chi Kuadr. (x,zlitung) menggunakan rumus:

2 S (fo. fe v ’

=i=1 fe /\

(2.—0.39)2* (4.- 1.14)2 (4.—2.99)>  (5.—28.30)

= +

0.39 1.14 2.99
3153 )% ( 3.— 1.44)? f
W— 1.44

=36.45

h) Menentukan derajat kebabasan pada chi kuadrat dengan rumus
berikut:
Dk=K-3

=6 -3 hasilnya = 3
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i) Menentukan normalitas data dengan kaidah (x7;1,g) dan (x7p.;)

dengan taraf signifikansi 5%.
Dari perhitungan di atas, yang diperoleh x2? adalah 36.45 dengan
derajat kebebasan 3, sedangkan chi kuadrat tabel pada taraf

signifikansi 5% dan derajat kebebasan 3 adalah 7.82 .

Dapat disimpulkan:

2

X titatif data variabel

abel

Kinerja kader (variabel Y) memiliki distribusi tida

Secara kaidah keputusan. Jika:

Xhitung = Xiaper » Maka distribusi data tidak normal.
Xhitung = Xiaper )y:q data normal .
orelasi Pengaruh Kebijakan Pemlmpln P ‘atuan

Pembang P) Terhadap Peningkata ja Kader di Kota

Bandung.

1. Menguji Korelasi

Menguji korelasi menggunakan rumus rank spearman, karena variabel
memiliki  distribusi normal. Dan langkah-langkahnya adalah sebagai
berikut:

a. Membuat Ho dan Ha dalam bentuk kalimat
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Ho . tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan
pemimpin  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap
peningkatan Kinerja kader di Kota Bandung.

Ha . terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan

pemimpin  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap

peningkatan Kinerja ota Bandung.
.an Ha entuk s ‘
Ha:r+0

. Nilai-nilai dimasukan ke dalam rumus Rank Spearman ut ini :

6 X bi?
r=1———— s

n (n*- :

6. 455.5 ’
=1.——=2

41.(412-1)

2733
41.(412-1)

=1-0.039 =0.

Berdasarkan perhitungan diatas, didapatkan nilai korelasi sebesar
0.961. hal ini dapat disimpulkan bahwa korelasi antara pengaruh kebijakan

pemimpin (variabel X) dengan kinerja kader PPP ( variabel Y ) adalah
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berkorelasi tinggi, dikarenakan nilai yang didapatkan dari perhitungan

sebesar 0.961.

c. Menentukan besar sumbangan dari ( koefisien determinan atau

koefisien penentu ) variabel X terhadap variabel Y menggunakan

ki

rumus sebagai berikut
100%‘
100%

=0.923521 x 100%

92,3521%

=92.3%

| Berdasarkan  per as, dapat dlSImpU
efisien  determinan darl kebnijakan pemlmpln

peningkatan Kinerja kader PPP kota Bandung yaitu sebesar 92.3% dan

.7% yang ditentukan dari variabel lain.

2. Mengl‘ .

Mencari besarnya pengar a kebijakan pemimpin dengan Kinerja

kader PPP menggunakan rumus sebagai berikut :

a.  Menguji signifikansi dengan rumus ty;eng :
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0961412
J1—(0961)2

0.961/39
~ V1-=00923521

_ 6.001443
"~ 0.276548

71

=217

enentukan nilai t,,,., dengan melihat kaidah(t,; dengan

(tiaper) dengan taraf signifikansi sebesar 5%.

‘Berdasarkan perhitu as, telah diperoleh t¢,;

dari

dikarenakan ty;¢,,,, itu 21.7 > 1.719(ttal;el)

ttabel

tabel (t), maka dapat disimpulkan bahwa Ho dito

erdapat pengaruh antara kebijakan pemimpin
ader PPP di Kota Bandung.

keputusanfjika

(thitung) = (Leaper), Maka signifikan.
(thitung) < (Lraper), Maka tidak signifikan.
3. Mencari Pengaruh
Mencari besarnysa pengaruh antara kebijakan pemimpin dengan

peningkatan Kinerja kader PPP, dengn menggunakan langkah berikut ini:
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a. Menginterprestasikan koefesiensi korelasi

Dengan menentukan derajat korelasi, maka hasil korelasi dapat
dococokan dengan tingkat korelasinya. Untuk masing-masing tingkat

korelasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

bel 3.5

Interval Koefesien Tingkat Hubungan

ilair

0.00 - 0.199 Sangat re

0.20-0.399 Rend

0.40 - 0.599 Sedang
~ 0.60-0.799 Kuat
0.8-1.000 Sangat kuat
d

(Sumber:Riduwan, 2009: 218)

Menentukan besaran hubungan antara variabel, ma an uji

e it dengan menggunakan rum

E=
k=vi-r2
)

= /11— (0.961)2
=/0.076479

= 0.276548 dibulatkan menjadi (k = 0.276)

E =100 (1 — k)
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=100 (1 -0.276)

=100 (0.724)

=72.4%

Berdasarkan perhitungan diatas, maka didapatkan nilai besarnya

pengaruh antara kebijakan pemimpin PPP terhadap peningkatan Kkinerja

kader di Kota Bandung den 2.4%, yang berarti 72.4% penigkatan
Kinerja kad Kota dikare kebijakan pemimpin,

dan sisanya n jumlah nilai 27.6% dipengaruhi’ oleh faktor-faktor

| g
E. dan Pembahasan !

1. Kebijakan Pimpinan P“ai Persatuan Pembangunang, (PPP)

’Te rhadap Peningkat;ﬁ\"' ";aer di Kota Bandun’

Berdasarkan dari hasil'ggola n data prosentase yang ukan

mengenal kebijakan pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (PP,

dengan

J n dari

ponden 41 orang. Dalam hal ini dapat diketah

keselur responden banyak menyatakan setuju atas kebijakan yang telah

di ambil ol an partai_gdalam mer I dan misi yang

disampaikan ke para ka a mening n kinerjanya. Dengan
demikian dapat diketahui bahwa kebijakan pemimpin PPP dalam segi visi dan
misi yang disampaikan kepada para kadernya khususnya untuk wilayah Kota
Bandung mendapatkan respon yang baik.

Kemudian, kebijakan pimpinan Partai Persastuan Pembangunan (PPP)

dalam segi program kerja, hal ini menyangkut dalam proses pencapaian
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kualitas Kkinerja kader partai di Kota Bandung. Dalam hal ini, maka dapat
diketahui jawaban dari keseluruhan responden 41 orang, banyak menyatakan
setuju atas kebijakan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap
peningkatan kinerja kader di Kota Bandung. Dengan demikian, dapat pula di

lihat dari Tingkat Korelasinya, dan hal ini menunjukan bahwa kebijakan

pimpinan PPP dalam segi pro ja di Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) Jawa B dengal . ‘K
n

2. Kinerja

r Partai Dari Adanya “Kebijakan Yang Telah

etapkan Oleh Pimpinan Partai Persatuan Pemb (PPP)

Dari hasil prosentase perhitungan data mengenai kinerja kader PPP di

Bandung dapat di lin iketerampilan, persepsi da

N
n Kkerja, serta dalam sisﬂ%lan (reward sysytem).

diketahui dari segi kemampuan intelejensi mengenai pengetahuan ilmu

mampuan dalam hal berpolitik, dedikasi kader terha ai, serta

P

wab dari kinerja kader Kota Bandung terhadap satuan

Jawa Barat. Adapun da i
akan er pa

kinerja kader PPP di Kota Band

Pembangunan pengaplikasiandari

tugas-tugas ya an, dan konsistensi

Dalam hal ini, dapat diketahui jawaban dari keseluruhan responden
dengan jumlah 41 orang, menyatakan baik akan kinerja kader partai PPP di
Kota Bandung. Dengan demikian, hasil ini menunjukan bahwa kinerja kader

dalam segi keterampilan sudah berjalan baik.Selain itu, mengenai kualitas
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dan kuantitas kinerja kader partai PPP di Kota Bandung dalam segi daya
tanggap, Hal ini mencakup akan kecepatan, kesigapan, keahlian serta
kemampuan pengurus/kader partai dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat di Kota Bandung. Dalam hal ini, maka dapat diketahui pula

jawaban dari keseluruhan responden vyaitu 41 orang, banyak yang

menyatakan baik akan kualitas itas kinerja kader partai PPP di Kota

Bandung dala ya tang engan asil ini menunjukan

bahwa kualitas dan” Ktantitas Kinerja kader partai I Kota Bandung dalam
anggap di PPP Jawa Barat sudah berjalan baik. !

engaruh Kebijakan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

erhadap Peningkatan Ng\a‘kduPPP di Kota Bandu

v
Berdasarkan hasil perh%&ang sudah dilakukan,

3.

ng
pat

disimpulkan bahwa Korelasi antara pengaruh Kkebijakan pimpinan terhadap

p kinerja kader PPP di kota Bandung. Bisa d

‘mmiliki
0.

p ang sangat tinggi terhadap kinerja kader PPP di ko

Berda >tiapers Maka

itung

dapat diketahui

ahwa nilait,,;, besar dari t,;,., ( 21.7 > 1.719 )
sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengarun antara kebijakan

pemimpin partai terhadap peningkatan kinerja kader PPP di Kota Bandung.

Sementara itu, perhitungan koefesien Kkorelasi rank spearman
diperoleh hasil bahwa kebijakan pimpinan partai PPP mempunyai pengaruh

yang sangat positif terhadap peningkatan kinerja kader partai PPP di Kota



128

Bandung. Dari perhitungan di atas diperoleh nilai sebesar 0.961 yang

menunjukan bahwa nilai tersebut berada pada kategori yang sangat kuat.

Adapun untuk perhitungan dengan teknik analisis koefesien
determinasi diperoleh hasil sebesar 72.4% vyang berarti diketahui pengaruh

kebijakan pimpinan memiliki pengasuh sebesar 72.4% terhadap peningkatan

kinerja kader i Kota dengan nilai sebesar

27.6% dipen faktor-faktor yang lai dak terdapat pada

penelitiangini.

gan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijak n PPP

mempunyai pengaruh yang signifikan dengan tingkat sangat kuat yang

'Ukan‘ dasar dari kebi partai yang diambil

peningkatan Kinerja kade Cota Bandung akan menjadi

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian teori, dan hasil penelitian yang telah

dilakukan  mengenai  pengarun  kebijakan pemimpin  Partai  Persatuan
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Pembangunan (PPP) terhadap peningkatan kinerja kader di Kota Bandung,
akhirnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang

dilakukan oleh pimpinan partai sudah mendapat respon baik dari para

kader partai di Kota Bandung. Hal ini dapat di lihat dari jawaban

responden yang may h menyatakan bahwa kebijakan
pemim'ersatua angun‘lg telah diputuskan
oleh pImpi partai telah mendapatkan “penilaian yang baik, yang

ya bahwa apapun yang berkaitan dengan keb pinan

ngatlah diperhatikan dan dijalankan oleh selurun kader PPP di

Kota Bandung.

inerja kader Partai Pe embangunan (PPP) di

sudah berjalan dengan baik dalam kecepatan, kesigapan, kea serta

kemampuan pengurus/kader partai dalam memberikan gpelayanan

da masyarakat di Kota Bandung, karena mayo kader

ai di Kota Bandung menyatakan bahwa setiap asi kegiatan

yang n sudah Daik, artinya spek-aspek tentang

kinerja lan dari nan Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) Jawa Barat.
3. Pengaruh kebijakan pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
terhadap peningkatan kinerja kader di Kota Bandung memiliki nilai

yang signifikan dengan pengaruhnya sebesar 72.4% sedangkan sisanya
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27.6% dipengaruhi dari faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam
penelitian ini.

Hasil dari pengaruh  kebijakan  pemimpin  Partai  Persatuan
Pembangunan (PPP) terhadap peningkatan Kkinerja kader di Kota

Bandung telah terbukti dengan dilakukannya penelitian atau survey

dalam  menindaklanjuti ari  perhitungan  (kuisioner)/angket
pertany; aan ya an ke den.

B. Saran

i kesimpulan yang telah diuraikan di atas dapat
dik an beberapa saran, sebagai berikut : _

. Bagi Dewan Pimpinan\iilﬂh Partai Persatuan Pembangun
‘awa Barat; ? g
a. Pengaruh dari kebijakan p%impian terhadap peningkat Inerja
kader partai dapat dirasakan sangat baik. Oleh karena itu, kepada
.impinan partai persatuan pembangunan (PPP) J t agar
lebih - memperhatikan atas dasar kebijakan™ yang akan

dite utuskan pimpina selalu  memberikan

motr ang lebih a para partai khususnya di
Kota Bandung supaya = dapat memaksimalkan Kkinerjanya baik
dalam pelayanan kepada masyarakat ataupun untuk partai itu
sendiri.

b. Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan, ternyata masih

banyak keder-kader yang menyatakan ragu-ragu bahkan tidak
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setuju dengan dasar kebijakan pimpinan partai yang telah
ditetapkan/diputuskan  yang dilakukan oleh pimpinan  partai
persatuan  pembangunan  (PPP). Maka dari itu, penelii
menyarankan untuk pimpinan partai agar lebih mematangkan

keputusan yang akan di ambil sebagai sebuah kebijakan agar tidak

menjadi  bumerang partai itu sendiri dan dapat

me Kiner ernya ecara efektif dan

efisien.
i Peneliti dan Akademisi

agi peneliti dan pihak akademisi, peneliti merekome an agar

pat mengembangkan potensi m penulisan karya ilmiah yang tidak
dalam pengembangan
baga politik Islam. Sebab™ peneliti” hanya mampu menggali S

saja Vaitu dari organisasi politik Partai Persatuan Pembangunan P) yang

daerah Jawa Barat, dan masih banyak ranah-ran in dan

lebih arik untuk dapat di teliti dengan secara objektif.




